




PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA 
PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING 





Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi 







PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 
FAKULTAS SYARIAH 





PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA 
PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING 





Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi 







PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 
FAKULTAS SYARIAH 












NOTA DINAS PEMBIMBING 
Purwokerto, 12  November 2020 
Hal  : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Lilik Mufidah 
Lampiran : - 
Kepada Yth. 
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 
di Purwokerto 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui 
surat ini saya sampaikan bahwa : 
Nama   : Lilik Mufidah 
NIM   : 1617302026 
Jurusan  : Ilmu-Ilmu Syariah 
Program Studi  : Hukum Keluarga Islam 
Fakultas  : Syariah 
Judul  : PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM 
PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI MEDIATOR 
PADA SIDANG KELILING (STUDI KASUS 
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 
IA) 
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 
Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar 
Sarjana Hukum (S.H.). 





Dr. H. Ansori, M.Ag. 





PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA 
PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING 





Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
 
ABSTRAK 
Sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilangsungkan 
sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan hukum beracara khususnya mediasi, 
mediatornya berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara dan belum memiliki 
sertifikat padahal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan menjelaskan bahwa ketua pengadilan memilih mediator bukan dari 
hakim pemeriksa perkara dan juga telah bersertifikat mediator. Kemudian dalam 
Surat Keputusan Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 Tentang Pedoman Sidang 
Keliling Lingkungan Peradilan Agama juga mengatur bahwa dalam hal perkara 
yang wajib menempuh mediasi maka dalam sidang keliling mengkutsertakan 
petugas mediator. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait problematika 
yang melatarbelakangi penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator 
pada sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field 
research). Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah 
pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis 
menggunakan metode analisis yuridis-empiris yakni bahwa dalam menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang 
merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi pada 
sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara, problematika penunjukan hakim 
pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang keliling sekaligus solusi terhadap 
problematika tersebut dengan mencari jawaban dari para informan seperti Ketua 
Pengadilan, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa proses 
mediasi dalam layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara ada 
yang sudah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetapi juga ada yang belum 
sesuai, seperti point yang sifatnya fleksibilitas. Selain itu mediator juga juga 
berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara sesuai SK dari Ketua Pengadilan. 
Problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam 




Anggaran) untuk layanan sidang keliling, keterbatasan jumlah SDM di Pengadilan 
Agama Banjarnegara, belum optimalnya peran dan dan fungsi mediator dan 
belum adanya hakim yang memiliki sertifikat. adapun solusinya terhadap 
problematika tersebut adalah perlunya evaluasi secara berkala dari Mahkamah 
Agung terkait pengoptimalan DIPA, para hakim diharapkan menjaga integritas 
dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sekaligus tugas 
tambahan menjadi seorang mediator, evaluasi berkala guna pengembangan 
kompetensi personal hakim dalam memaksimalkan peran dan fungsi sebagai 
mediator, serta para hakim harus berinisiatif sendiri untuk membaca buku atau 
referensi lain terkait mediasi kemudian mengikuti seminar atau pelatihan untuk 
menunjang tugasnya sebagai mediator. 





﴾۸﴿َوِاَىل رَبَِّك َفاْرَغْب  ﴾۷﴿ فَِاَذافـََرْغَت َفاْنَصبْ   
“ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Da hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap” (QS. Al-Insyirah: 7-8) 
 
ْرَعَمَلَك ِاَىل اْلَغِد َما تـَْقِدُر اَْن تـَْعَمَلُه اْليَـْومَ  َُ الَ  ّخِ  
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A. Latar Belakang Masalah 
     Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan 
ruang lingkupnya. Konflik atau sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik 
maupun wilayah privat sekalipun. Konflik tidak selalu merupakan fenomena 
yang buruk karena konflik harus dibedakan dari tindak kekerasan. Konflik 
merupakan bagian inheren dalam kehidupan masyarakat pluralistik. Konflik 
dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi yang terjadi tidak adil 
atau hak dan kepentinganya dirugikan. Hal ini tentunya menciptakan berbagai 
upaya guna pencegahan yang perlu dilakukan agar para pihak tidak 
menggunakan tindak kekerasan dalam memperjuangkan perubahan maupun 
mempertahankan situasi yang telah mapan.1Dengan demikian, sistem hukum 
dan politik diperlukan untuk mengelola konflik agar nantinya tidak 
menimbulkan kekerasan. Jika dalam sebuah masyarakat tiap konflik selalu 
disertai dengan tindak kekerasan berarti memberikan indikasi bahwa sistem 
hukum, politik dan kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan telah 
gagal menjalankan fungsinya. 
     Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan 
kepentingan tidak mengarah kepada kekacauan, maka manusia menciptakan 
mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah 
hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib 
                                                                
      1 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Depok: PT 





masyarakat bisa tetap terjaga. Karena itulah dalam konteks kehidupan 
bernegara kita, terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara 
yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara 
yang masuk. Dalam konteks status negara Indonesia sebagai negara hukum 
(rechtstaat), maka sudah selayaknya apabila hukum diletakan dalam level 
tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang masuk ke wilayah 
hukum.2 
     Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan 
lazimnya dinamakan dengan jalur litigasi. Jalur ini dijadikan tumpuan harapan 
masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut 
hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan 
putusan hakim melalui proses pembuktian di persidangan masih menjadi 
pilihan banyak kalangan masyarakat di Indonesia.3 Jadi bisa dikatakan bahwa 
produk hukum yang berupa putusan hakim adalah sesuatu yang dianggap oleh 
sebagian masyarakat sebagai sebuah pilihan yang meyakinkan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi diantara 
para pihak dalam lingkup masyarakat. 
     Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakan akan hukum, ada 
kecenderungan untuk menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa atau konflik yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain 
memberikan pengaruh yang positif juga menimbulkan dampak yang negatif, 
yakni perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk, sehingga 
                                                                
      2 Masykur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2016), hlm.  3. 





penyelesaian atas suatu sengketa menjadi lama. Selain faktor jangka waktu 
yang lama dalam berproses di pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan 
dalam menyelesaikan suatu sengketa.4 
     Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan 
kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian 
sengketa non ligitasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. 
Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. 
Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang 
dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa 
dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki 
kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan. 
     Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) adalah cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.5 Dalam pelaksanaan 
mediasi, peran mediator memang sangat berpengaruh. Dalam Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa mediator adalah hakim 
atau pihak lain sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
                                                                
      4  Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: 
Tansmedia Pustaka, 2011),  hlm.  9.  






perundingan  guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.6 
     Mediator dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar 
bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu 
hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya 
sendiri, para pihak juga akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu 
akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi 
terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak 
melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Setiap hal yang 
menjadi kesepakatan, mediator harus membantu menuangkanya dalam suatu 
dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta 
perdamaian. 
     Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi 
persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan 
masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah dipenuhi barulah 
mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika hal ini tidak dapat 
dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, disebabkan 
posisi yang lemah dan ketidakberdayaan dalam menerapkan kemampuan 
personal (personal skill).7 
     Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator 
dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu: 
                                                                
      6 Mahkamah Agung, “PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan” 
      7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum 





“(1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh 
setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi 
mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. (2) Berdasarkan 
keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan 
fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah 
mediator bersertifikat” 
     Adanya pengecualian bagi hakim terkait asas bahwa tiap orang yang 
menjalankan fungsi mediator harus memiliki semangat untuk mendorong 
terjadinya upaya perdamaian dari pihak yang bersengketa. Hal ini didasarkan 
bahwasanya sertifikasi mediator adalah perlu sebagai salah satu upaya 
penjaminan mutu dari fungsi mediator itu sendiri. Namun dalam keadaan atau 
situasi tertentu, persyaratan sertifikasi dapat dikesampingkan karena upaya 
mediasi di pengadilan tidak boleh terganggu atau tidak terlaksana dengan baik 
hanya karena ketiadaan sertifikat bagi hakim.8 
     Hal lain yang perlu dicermati adalah terkait kedudukan hakim mediator 
dalam sebuah persidangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (5) 
yakni “ Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim 
pemeriksa perkara yang memutus”. Hal ini dikarenakan hakim pemeriksa 
perkara harus benar-benar obyektif dalam memberikan suatu putusan. Apabila 
hakim mediator dapat menjadi hakim pemeriksa perkara, maka akan 
mempengaruhi putusan. Selain itu, ketentuan mengenai hakim mediator dapat 
                                                                





menjadi hakim pemeriksa perkara menimbulkan sikap kontradiktif.9  Karena 
perlu diingat kembali bahwa mediator itu hanyalah menengahi atau menjadi 
pihak yang netral. 
     Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dalam lingkup Peradilan 
Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung selaku kekuasaan 
kehakiman di Indonesia juga tidak luput dari penerapan proses mediasi dalam 
menjalankan hukum acara sesuai kompetensi relatif maupun kompetensi 
absolutnya. Selain upaya dalam mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan dalam pelayananya terhadap masyarakat, baik Pengadilan Agama 
maupun Pengadilan lain dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya 
untuk menjalankan konsep acces to justice. 
     Perwujudan konsep acces to justice ini adalah dikeluarkanya Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
secara umum berisi tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang 
diluar gedung pengadilan, dan posbakum (posko bantuan hukum) pengadilan 
di semua lingkup pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 
     Sidang di luar gedung pengadilan atau sering disebut dengan istilah sidang 
keliling sepertinya merupakan salah satu layanan hukum yang menjadi suatu 
harapan guna mempermudah pemberian pelayanan para pencari keadilan 
khususnya masyarakat miskin dan juga yang tinggal di pelosok desa. 
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Pelaksanaan layanan ini juga disesuaikan dengan hasil keputusan dari 
masyarakat sekitar dan juga ditentukan dari luas wilayah yuridiksi suatu 
Pengadilan Agama tersebut. 
     Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu lembaga peradilan di 
bawah Kekuasaan Mahkamah Agung yang menjalankan pelayanan sidang 
keliling untuk wilayah yuridiksinya guna memberi pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakat yang berperkara, khususnya di daerah yang memiliki 
hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan baik itu alasan jarak, transportasi 
maupun biaya. 
     Dalam pelaksanaan layanan sidang keliling di Pengadilan Agama sendiri 
diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-
AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama, 
termasuk dalam hal ini adalah ketentuan pelaksanaan Mediasi dan petugas 
Mediasi pada layanan sidang keliling, sebagaimana ditentukan pada Bab II 
sebagai berikut;10 
1. Ketentuaan normatif sidang keliling terkait pelaksanaan mediasi dapat 
dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaanya tetap 
berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang kini telah 
diperbarui dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan; 
2. Petugas 
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a. 1 Majelis  Hakim (3 orang) 
b. 1 Panitera Pengganti 
c. 1 orang petugas administrasi 
Dalam hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan: 
a. 1 orang hakim mediator 
b. 1 orang pejabat juru sita 
c. 1 orang penanggung jawab 
     Namun dalam prakteknya khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara 
terkait pemilihan hakim mediator dalam pelayanan sidang keliling adalah dari 
hakim pemeriksa perkara.  
     Tampaknya hal yang demikian ini nampak kontradiktif dengan peraturan-
peraturan yang sebelumnya telah dipaparkan terlebih lagi dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlebih Pasal 3 
ayat (5) yakni “ Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan 
hakim pemeriksa perkara yang memutus”. 
     Berdasarkan uraian diatas dangan ketentuan-ketentuan lain yang sudah 
dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam 
bentuk skripsi tentang pelaksanaan sidang keliling dengan judul: 
“Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator 
Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara 
Kelas 1A)” 
B. Definisi Operasional 





     Hakim pemeriksa perkara adalah para hakim yang berwenang untuk 
memeriksa , mengadili dan memutus berkas perkara yang telah masuk ke 
Pengadilan dengan nomor register yang telah terdaftar. Dalam setiap 
persidangan majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim, yang mana satu 
hakim berkedudukan sebagai hakim ketua dan dua orang hakim lainnya 
berkedudukan sebagai hakim anggota. 
2. Mediator 
     Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa 
para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 
pengambilan keputusan. Mediator menjembatani para pihak, melakukan 
negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para 
pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun 
mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, 
bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir 
tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah 
mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama 
menyelesaikan sengketa yang mereka alami.11 
     Sedangkan dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Mediator adalah 
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak 
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 
                                                                





berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.12 
3. Sidang Keliling 
     Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar 
gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun 
insidentil13, atau sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan 
yang diperentukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk 
datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, maupun 
biaya. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara? 
2.  Apa saja problematika dalam penunjukan hakim pemeriksa perkara 
sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara? 
3. Bagaimana solusi terhadap problematika penunjukan hakim pemeriksa 
perkara sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui proses mediasi yang dilakukan pada proses sidang keliling di 
Pengadilan Agama Banjarnegara; 
2. Mengetahui problematika dalam  penunjukan hakim pemeriksa perkara 
sebagai  mediator pada layanan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara; 
3. Menganalisis dan menemukan solusi terhadap problematika penunjukan 
hakim pemeriksa perkara sebagai meditor dalam sidang keliling di 
Pengadilan Agama Banjarnegara. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis. 
2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang konsep 
penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang 
keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, 
baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan 
pengetahuan. 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-
buku, jurnal,makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya 
berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. 
Dalam buku Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional 
Syahrizal Abbas, mengemukakan bahwa seorang mediator merupakan pihak 
ketiga yang membantu penyelesaian sengketa dari para pihak, yang mana ia 





Mengingat perananya ini, seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan 
kualifikasi tertentu. Persyaratan mediator dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi 
internal mediator dan sisi eksternal mediator.  Dari sisi intenal adalah 
kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani 
para pihak yang bersengketa sehingga dapat mengakhiri persengketaan. 
Sedangkan dari sisi eksternal adalah berkaitan dengan persyaratan formal yang 
harus dimiliki mediator dalam hubunganya dengan sengketa yang ditangani, 
salah satunya adalah sertifikasi mediator. Perbedaan kajian ini dengan skripsi 
yang akan diteliti oleh penulis  
Dalam buku Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat 
Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwa pada asasnya setiap mediator itu 
wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan 
sertifikasi mediator yang diselenggararakan oleh Mahkamah Agung Republik 
Indonesia atau lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Maksud “pihak lain” dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 
pegawai pengadilan dan bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan yaitu 
akademisi atau advokat atau dokter atau pengusaha yang memiliki sertifikat 
mediasi, hal ini diperbolehkan karena alasan para hakim disibukan dengan 
jadwal persidangan yang padat. Hanya hakim yang diperbolehkan 
melaksanakan fungsi mediasi di pengadilan meskipun tidak memiliki sertifikat 
mediator jika di pengadilan tidak ada atau keterbatasan jumlah mediator 
bersertifikat sesuai instruksi dari Ketua Pengadilan. 
Dalam skripsi UIN Walisongo Semarang Farida Nur Janah melakukan 





Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di pengadilan Agama Klas IA 
Semarang menyatakan bahwa Mediasi adalah proses perdamaian suatu 
sengketa perdata di Pengadilan, yang dibantu oleh seorang mediator non 
hakim/mediator hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara, yang dilakukan 
selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan. 
Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan perannya sesuai 
dengan kapasitasnya. Peran mediator hanya mungkin diwujudkan apabila 
memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian tersebut bisa didapatkan melalui 
pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian 
konflik atau sengketa. Selain itu dijelaskan pula tentang beberapa faktor yang 
mempengaruhi kegagalan mediasi yang diantaranya adalah kualitas dari 
mediator itu sendiri.14 
Dalam skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rahmiyati melakukan 
penelitian yang berjudul Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan 
Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Hakim di 
Pengadilan Agama Malang bahwasanya sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 
kompetensi mediator ditunjukan dengan sertifikat mediator, akan tetapi karena 
di Pengadilan Agama Malang ini belum ada hakim yang memiliki sertifikat 
sebagai hakim mediator maka para pihak diminta untuk menunjuk mediator 
atau ditentukan oleh Ketua Majelis. Selain itu seorang hakim mediator harus 
mempunyai beberapa pendekatan dalam memediasi para pihak seperti 
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pendekatan psikologis, pendekatan agama dan juga pendekatan sosial 
sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar.15 
Dalam skripsi IAIN Salatiga, Achmad Mubarok melakukan penelitian 
yang berjudul Peran dan Efektifitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka 
Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018) 
menyatakan bahwa Kemampuan mediator mengelola konflik dan 
berkomunikasi  dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan 
mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan 
seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula 
ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan 
kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaiakan 
masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada 
satu hakim mediator di Pengadilan Agama Salatiga yang bersertifikat, oleh 
karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan 
mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator 
serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui 
pelatihan, dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar 
diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.16 
Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan diatas, maka 
sekiranya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan 
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berbeda dengan pembahasan buku atau skripsi yang telah dipaparkan diatas. 
Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan 
mendalam tentang problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai 
mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama. 
Persamaan yang dapat terlihat adalah bahwasannya pada kajian pustaka 
tersebut substansi yang dibahas sama-sama tentang hakim mediator, dimana 
pada kajian pustaka yang berupa buku karya Takdir Rahmadi dan Syahrizal 
Abbas membahas hakim mediator secara global. Adapun skripsi karya Farida 
Nur jannah menekankan pembahasannya tentang Peran Hakim Mediator 
Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami, skripsi 
karya Rahmiyati menekankan pembahasan pada Pandangan Hakim Mediator 
Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama, dan skripsi karya 
Achmad Mubarok menekankan pembahasannya pada Peran dan Efektifitas 
Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian. Sedangkan pembahasan 
yang akan penulis uraikan atau tekankan dalam skripsi ini adalah tentang 
Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator 
dalam Sidang Keliling. 
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
     Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 
lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk 





informan.17 Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 
sesuatu unit sosial; individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. 
Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Banjarnegara guna 
mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti.  
2. Subjek dan Objek Penelitian 
     Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. 
Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, 
sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian 
tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan proses 
mediasi pada sidang keliling, problematika penunjukan hakim pemeriksa 
perkara sebagai mediator dalam sidang keliling dan solusi terkait 
problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator 
dalam sidang keliling. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan 
penelitian pada proses pelaksanaan dari mediasi dalam sidang keliling itu 
sendiri, sehingga tidak memfokuskan pada pengambilan sampel atau 
banyaknya kasus yang diteliti karena sejauh pelaksanaan sidang keliling di 
Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah dimulai sejak tahun 2013 
semua kasus ditangani dengan prosedur mediasi yang sama termasuk 
dalam hal ini adalah terkait penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai 
mediator. Sedangkan untuk subjek dalam penelitian ini adalah Pengadilan 
Agama Banjarnegara Kelas 1A, dimana penelitian ini dilakukan mulai 
tanggal 03 Agustus 2020 s.d 15 September 2020. 
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3.   Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data 
a. Sumber Data 
1) Data primer  
Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan 
oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara 
wawancara.18 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan dan hakim 
di Pengadilan Agama Banjarnegara, khususnya para hakim 
pemeriksa perkara pada pelayanan sidang keliling, dan juga 
panitera. 
2) Data sekunder  
Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis 
bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, 
berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah 
dilakukan sebelumnya dan buku.19Data sekunder juga akan 
memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal 
ini adalah data yang relavan dengan subjek penelitian yang akan 
dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya 
skripsi ini, seperti buku Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional  karta Syahrizal Abbas dan juga buku Mediasi 
Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat karya Takdir 
rahmadi. Selain itu juga menggunakkan jurnal, internet ataupun 
literatur-literatur lainya yang berkaitan. 
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b. Alat pengumpul data  
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik 
dalam pengumpulan data yaitu: 
1) Wawancara 
    Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 
tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 
datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 
yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara 
merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan 
tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas 
mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau 
objek penelitian.20  
     Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
adalah wawancara terstuktur atau wawancara dengan perencanaan, 
dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 
disusun sebelumnya secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk 
mewawancarai ketua pengadilan, hakim pemeriksa perkara dalam 
sidang keliling dan panitera. Untuk pedoman wawancara 
terstruktur penulis melampirkanya pada daftar lampiran skripsi ini. 
Selain itu peneliti juga menggunakan metode wawancara tidak 
terstruktur, yaitu metode wawancara yang bebas, dimana peneliti 
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 
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sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar responden tidak merasa 
canggung dalam penyampaian pendapatnya.  
2) Dokumentasi 
     Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa 
catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang 
penulis kumpulkan adalah berkas-berkas atau dokumen-dokumen 
seperti surat keputusan ketua pengadilan tentang daftar mediator di 
Pengadilan Agama Banjarnegara, surat tugas  dari Ketua 
Pengadilan terkait petugas pelayanan sidang keliling dan contoh 
putusan perkara yang mana berisi tentang  penunjukan hakim 
pemeriksa perkara sebagai mediator dalam Sidang Keliling di 
Pengadilan Agama Banjarnegara, surat keputusan Ketua 
Pengadilan Agama Banjarnegara tentang daftar mediator, dan 
sertifikat mediator. 
c.   Analisa data  
Dalam proses pengorganisasian  dan pengurutan data yang terdiri 
dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis  
menggunakan analisis yuridis empiris. 
Analisis yuridis empiris yakni terdiri dari kata yuridis yang berarti 
hukum yang dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam 
membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 
hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis 
atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga 





kultural atau das sein , karena dalam penelitian ini digunakan data 
primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris 
dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisi 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum  
(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh 
dari lapangan.21 Melalui analisis yuridis empiris ini penulis 
penganalisis peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (5) terkait penunjukan hakim 
mediator kemudian juga pada pasal 13 ayat (1) dan (2) terkait 
sertifikasi mediator. Selain itu juga menganalisis tentang Surat 
Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan 
Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 
tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama 
khususnya tentang petugas pengadilan yang melaksanakan layanan 
sidang keliling dan menghubungkan dengan hasil wawancara terhadap 
para hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya para hakim 
pemeriksa perkara pada pelayanan sidang keliling tersebut, sehingga 
dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan 
diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
                                                                
      21 Puspitasari devi, “Pengertian penelitian Yuridis Empiris”, dalam 
https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, diakses 





Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab 
membahas permasalahan yang akan diuraikan kembali menjadibeberapa sub 
bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 
pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai 
berikut dengan sistematika  penulisan sebagai berikut: 
Bab pertama berisi pendahuluan dengan memuat diantaranya: latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang mediasi 
dan sidang keliling. Tinjauan umum tentang mediasi dikonsepkan dengan 
mediasi dan mediator dalam sistem peradilan yang membahas tentang; 
pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, jenis perkara yang wajib di mediasi, 
mediator dan ruang lingkupnya yang berisi pembahasan tentang pengertian 
mediator, peran dan fungsi mediator, jenis-jenis mediator, mediator dan 
skillnya serta sertifikasi mediator, dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-
prinsip mediasi dan diakhiri dengan prosedur mediasi. Adapun dalam sidang 
keliling pembahasannya mencakup; pengertian sidang keliling, dasar hukum 
sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, tujuan sidang keliling, serta 
persiapan dan pelaksanaan sidang keliling. 
Bab ketiga, pembahasan pada bab ini adalah terkait dengan pelaksanaan 
sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, diawali dengan sub bab  
gambaran umum lokasi penelitian yang membahas tentang gambaran umum 
Pengadilan Agama Banjarnegara, kompetensi pengadilan Agama 





Banjarnegara. Selanjutnya pada sub bab terakhir di bab ini membahas tentang 
deskripsi sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara yang memuat 
tentang latar belakang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara, prosedur pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara. 
Bab keempat adalah bab inti, yaitu membahas tentang mediasi dalam 
sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, analisis apa saja 
problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam 
sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dan analisis bagaimana 
solusi terkait problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara dalam sidang 
keliling di pengadilan Agama Banjarnegara. 
BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa 
penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar 






TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN SIDANG KELILING 
A.  Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan di Indonesia 
1. Pengertian Mediasi  
     Istilah mediasi saat ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat umum, 
terutama dikalangan hakim di pengadilan, baik itu hakim pada lingkup 
Peradilan Umum maupun hakim pada lingkup Peradilan Agama. Para 
ilmuan juga tak sedikit yang berupaya mengungkapkan secara jelas makna 
mediasi dalam berbagai literatur guna menerapkan mediasi dalam berbagai 
praktik penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi. 
     Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu mediare yang berarti “berada di 
tengah”. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga 
sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga 
bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak 
dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan 
para pihak yang bersengketa secara adil dan sama. Sehingga 
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.22 
     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 
sebagai penasihat.23 
                                                                
      22 Syahrizal Abbas, Mediasi..., hlm. 2. 
      23 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 




     Dari segi terminologi mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-
pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi 
pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, 
mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan 
upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak 
mempunyai peran menentukan dalam kaitanya dengan isi materi 
persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi 
mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi 
untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.24 
     Suyud Margono dalam bukunya mengutip definisi tentang mediasi 
yang dikemukakan oleh Nolan Haley sebagai berikut; 
“a Short term structured task oriented, participatory invention process. 
Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a 
mutually acceptable agreement” 
Terjemahan: 
“Berorientasi pada tugas struktur jangka pendek, proses penemuan yang 
partisipatif. Pihak yang yang berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang 
netral, yakni mediator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima 
bersama”. 
Selain itu Suyud Margono juga mengutip definisi tentang mediasi yang 
dikemukakan Kovach sebagai berikut: 
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“Facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the 
mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction 
solution” 
Terjemahan: 
“Negoisasi yang difasilitasi, yaitu proses dimana pihak ketiga yang netral 
yakni mediator membantu pihak yang berselisih dalam mencapai solusi 
kepuasan bersama”25 
      D. Y. Witanto dalam bukunya, mengutip definisi dari Christopher W 
Moore yang menyebutkan bahwa: 
“Mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that 
involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or 
no) authoritative decision making power” 
Terjemahan: 
“Mediasi adalah perpanjangan dari proses negosiasi yang melibatkan 
intervensi dari pihak ketiga yang dapat diterima yang memiliki kekuasaan 
yang terbatas (atau tidak sama sekali)” 
Sedangkan menurut Laurence Boulle sebagaimana dikutip juga oleh D.Y. 
Witanto mendefinisikan mediasi sebagai berikut: 
“Mediation is a decision making process in a which the parties assisted by 
third party, the mediator: the mediator attempts to improve the process of 
decision making and to assist the parties reach an outcome to which each 
of them can assent, without having a binding decision making function.” 
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“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu 
oleh pihak ketiga, yakni mediator: mediator berusaha untuk memperbaiki 
proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak mencapai hasil 
yang dapat disetujui oleh masing-masing pihak, tanpa memiliki keputusan 
yang mengikat membuat suatu fungsi”26 
     Mediator dapat mengembangkan dan juga menawarkan pilihan 
penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan 
tawaran mediator sebagai alternatif menuju kesepakatan dalam 
penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan 
diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang 
bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan 
tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (win-win 
solution).  
     Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi 
pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) 
bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu 
mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.27Goopaster 
juga menekankan bahwasanya mediasi adalah proses negosiasi, dimana 
pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba 
untu mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan 
                                                                
      26 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, (Bandung: Alfabeta: 2012), Cet. Ke-2, hlm. 17. 
      27 Garry Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian 




pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan 
pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang 
memuaskan kedua belah pihak. 
     Takdir Rahmadi dalam bukunya berpendapat, bahwa mediasi adalah 
suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui 
perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak 
memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator 
dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan 
demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasikan 
unsur-unsur esensial mediasi, yaitu: 
a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; 
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak 
yang disebut  mediator; 
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu 
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat 
diterima para pihak.28 
     Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan  Pasal 1 ayat (1) juga dijelaskan tentang pengertian mediasi 
yakni cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.29 
                                                                
       28 Takdir Rahmadi, Mediasi...,  hlm. 12-13. 





     Islam juga membahas konsep mediasi yang tentunya tak lepas dari apa 
yang telah ada pada Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam, tidak 
terkecuali telah mengatur cara-cara menangani sengketa atau perselisihan 
di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian itu dilakukan untuk 
menegakkan keadilan yang ditangani oleh lembaga peradilan maupun 
lembaga diluar peradilan. Konsep-konsep seperti h}akam (mediator) dalam 
mekanisme tah}ki>m dan al-s}ulh} atau is}la>h} (damai), merupakan konsep yang 
dijelaskan di dalam menyelesaikan konflik. 
Mediasi dalam istilah tah}ki>m berasal dari masdar wazan  َفَعَّل yaitu dari 
lafadz  َتَْحِكْیًما -ُحيَكِّمُ  -َحكَّم  yang berarti penyelesaian, kesepakatan atau 
pemutus. Sedangkan secara istilah berarti  kesepakatan para pihak yang 
bersengketa untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada pihak 
ketiga (hakam). Tah}ki>m dapat pula diartikan dengan bersandarnya dua 
orang yang bertikai (bersengketa) kepda seorang yang mereka ridhoi 
keputusanya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. 
Menurut Majallah al-Ah}ka>m al-‘Adliyyah (Kitab Undang-undang 
Dinasti Islam Othman), tah}ki>m adalah pengangkatan seseorang (diluar 
Qadhi)  menjadi juru hukum oleh para pihak yang bersengketa atas dasar 
sukarela untuk memutuskan sengketa tersebut. Juru hukum tersebut 
dinamakan hakam atau muh}akkam. Dalam pandangan Wahbah Az-




kepada pihak lain untuk memutus pertentangan yang terjadi diantara 
mereka sesuai hukum syara’.30 
Sedangkan yang dimaksud mediasi dalam istilah s}ulh}/ is}la>h} berasal dari 
lafadz  ََصَالًحا -َيْصِلحُ  -َلحَ ص  yang berarti “baik”. Kata is}la>h} merupakan bentuk 
masdar dari wazan  َاِفْـَعال yaitu dari lafadz َالًحا ِاصْ  -َيْصِلحُ  -ِاْصَالحَ   yang berarti 
memperbaiki, memperbagus  dan mendamaikan, (penyelesaian/pertikaian). 
Kata is}la>h} biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan 
persengketaan yang terjadi di kalangan manusia. Adapun dalam 
terminologi Islam secara umum , is}la>h}  dapat diartikan sebagai aktifitas 
yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi 
keadaan yang baik.31 Jadi dapat dipahami bahwa is}la>h} adalah istila untuk  
memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan dapat kita pahami suatu 
akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua 
orang yang bersengketa yang berakhir dengan perdamaian. 
 Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan pihak yang 
bersengketa untuk menempuh jalur s}ulh} dalam penyelesaian sengketa, baik 
di depan pengadilan maupun diluar pengadilan. S}ulh} memberikan 
kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian 
sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat 
bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar 
                                                                
       30 Ahmad Shoim El Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam”,  Jurnal Al-Munqidz, Vol. 
II Edisi 2 Juli 2013, hlm. 24. 
       31 Anonim, “Teori  dan  Implementasi  Mediasi dalam Sistem  Peradilan  Agama (Kajian 




sengketa mereka dapat diakhiri. Anjuran Al-Qur’an dan Nabi Muhammad 
SAW memilih s}ulh} sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan 
pada pertimbangan bahwa, s}ulh}  dapat memuaskan para pihak, dan tidak 
ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa 
mereka. s}ulh} mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan 
memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa.32Oleh karena 
itu, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa 
untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat 
penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. 
 Dalam fikih perdamaian dibahas bersamaan dengan ‘aqd (perjanjian), 
karena adanya kemungkinan terjadi perdamaian manakala terjadi 
perselisihan dalam ‘aqd tersebut. Menurut Hamzah Muhammad Qasim, 
s}ulh} atau perdamaian merupakan bagian dari aqad yang isinya mengakhiri 
sengketa. Al-Zuhaili menjelaskan tentang hukum dari perdamaian adalah 
sunnah, seorang hakim dianjurkan untuk mengupayakan damai tetapi ia 
tidak boleh memaksakan perdamaian tersebut kepada para pihak yang 
bersengketa.33 
2. Dasar Hukum Mediasi 
     Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang hendaknya dilakukan 
baik itu di ranah litigasi maupun non-litigasi adalah mendamaikan pihak-
pihak yang bersengketa, hal ini sejalan dengan tuntutan ajaran agama 
                                                                
      32 Abu Zakariyya bin Yahya an-Nawawwy, Mughni al-Muhtaj Juz’u II, (Mesir: Mushtafa al-
babi’ al-Halaby, 1957), hlm. 111. 
       33Karmawan, “Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal Kordinat,  Vol. XVI 




Islam. Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya 
perpecahan silaturahmi sekaligus permusuhan diantara kedua belah pihak 
yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang 
menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-
H}ujura>t ayat 9-10 yang berbunyi: 
نَـُهَما فَ  ِاْن بـََغْت ِاْحَدا مهَُا َعَلى ْاُالْخرى َوِاْن َطآ ئَِفِنت ِمَن اْلُمْؤِمِنْنيَ اقـْتَـتَـُلْوا َفَاْصِلُحْوا بـَيـْ
ِيتْ تـَْبِغْي َحىتَّ َتِفيَء ِاَىل اَْمرِا َِّ َفِانْ 
نَـُهَما ِ  ْلَعْقدِل َواَْقسِ َفآَءتْ  فـََقاتُِلوا الَّ ِانَّ  ُطْوا فََاْصِلُحْوا بـَيـْ
بُّ اْلُمْقِسِطْنيَ ﴿
َا اْلُمْؤ ِمنُـْوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلُحْوا بـَْنيَ َاَخَوْيكُ ۹ا ََّ حيُِ ْم َواتـَُّقوا اّ َ َلَعلَُّكْم ﴾ ِامنَّ
﴾۱۰تـُْرَمحُْون﴿  
“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduannya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil; 
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”34 
 
     Berdasarkan ayat diatas sebagaimana terdapat dalam potongan lafadz  
نَـُهَما   maka damaikanlah antara keduanya) pada ayat 9 dan juga) فََاْصِلُحْوا بـَيـْ
terdapat dalam lafadz  ْفََاْصِلُحْوا بـَْنيَ َاَخَوْيُكم (damaikanlah antara kedua 
saudaramu) pada ayat 10 dapat memberikan petunjuk bahwasanya Allah 
SWT sangat menganjurkan penyelesaian suatu perkara atau sengketa 
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diantara para pihak, baik itu keluarga atau masyarakat pada umumnya 
secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi 
kedua belah pihak. Karena perlu digaris bawahi juga bahwa hakekat dari 
mediasi itu sendiri agar para pihak melakukan musyawarah untuk 
mencapai mufakat atau kesepakatan. 
     Selain dasar hukum yang ada pada Al-Qur’an, adapula sumber lain 
yang menjelaskan tentang s}ulh} dalam hadist sebagai berikut: 
ْلحُ  َجا ئٌِز بـَْنيَ اْلُمْسِلِمْنيَ (رواه احلاكم) الصُّ  
“Perdamaian itu dianjurkan di antara orang-orang muslim” (HR. Al-
Hakim)35 
     Berdasarkan hadist diatas anjuran keutamaan mediasi terdapat dalam 
lafadz  ُْلح  perdamaian) dimana ketika terjadi sebuah sengketa atau) الصُّ
konflik maka perdamaian atau mufakat sebaiknya dijadikan sebuah solusi 
untuk menyelesaikannya. 
     Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi di 
lingkungan peradilan adalah sebagai berikut: 
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diisaratkan dalam 
filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah 
untuk mufakat; 
b. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur Lembaga 
Perdamaian. Hakim dalam tugasnya menangani perkara wajib terlebih 
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dahulu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum 
perkaranya diperiksa; 
c. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga 
Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg 
d. Mediasi atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan 
diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;36 
e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.37 
     Upaya damai di Pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam 
pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 
PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini 
meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihaksebelum perkara 
mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat 
permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dituntut untuk 
selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena 
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penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, 
dibandingkan dengan vonis hakim. Pentingnya upaya damai dalam 
menghadirkan pihak terdekat atau keluargannya untuk dimintai 
keterangan. Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para 
pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan apabila upaya ini 
gagal maka hakim akan menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.38 
3. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi 
     Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara 
perlawanan (verzet)  atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara 
(partij verzet) maupun pihak ketiga (darden verzet)  terhadap pelaksanaan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu 
diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. 
Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui 
mediasi adalah sebagai berikut: 
a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang 
waktu penyelesaiannya meliputi: 
1) Sengketa yang diselesaiakan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 
2) Sengketa yang diselesaiakan melalui prosedur Pengadilan Hubungan 
Industrial; 
3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 
4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
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5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase; 
6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi; 
7) Penyelesaian perselisihan partai politik; 
8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 
9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan 
tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat 
atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; 
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu 
perkara (intervensi); 
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan 
pengesahan perkawinan; 
e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian 
diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator 
bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan 
tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator bersertifikat.39 
 
4. Mediator dan Ruang Lingkupnya 
a. Pengertian Mediator 
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     Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang 
sebagai cara yang tepat dibandingkan cara-cara lainynya oleh karena 
pendekatan penyelesaian secara damai diantara para pihak yang 
bersengketa menjadi tujuan utamannya. Dalam pelaksanaannya mediasi 
dipandu oleh pihak ketiga atau yang biasa dikenal dengan sebutan 
mediator/penengah. 
Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan 
bahwa  mediator adalah pihak yang bersifat  netral yang membantu para 
pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian. 40Keberadaan mediator menjadi 
sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat 
diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan 
mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan 
para pihak. 
Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak 
yang bersengketa atau bisa ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau 
bisa juga diitunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya 
seorang mediator dilatarbelakakangi  oleh alasan-alasan antara lain 
karena status individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau 
                                                                





pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi 
tertentu.41 
Dalam hukum Islam, mediator dikenal dengan sebutan hakam.  
Hakam dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri ke 
dalam konflik yang terjadi diantara suami istri sebagai pihak yang akan 
menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka. 
Sebagai pedoman, pengertian hakam dapat diambil dari penjelasan 
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan di dalamnya bahwa “hakam 
adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami 
atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya 
penyelesaian perselisihan terhadap shiq}}a>q”. Dari bunyi pasal tersebut 
dapat dipahami bahwa fungsi hakam hanya untuk mencari upaya 
penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan sebuah keputusan. 
Setelah hakam berusaha untuk mencari upaya perdamaian di antara 
suami istri, maka kewajiban hakam telah selesai, hakam kemudian 
melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil 
terhadap pihak yang bersengketa (suami istri). Selanjutnya, keputusan 
akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari .42 
Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa hakam /mediator tidak memiliki 
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kewenangan untuk memutuskan perkara yang ditanganinnya atau bisa 
disebut sebagai pihak yang netral. 
b. Peran dan Fungsi Mediator 
Howard Raifa sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho dalam 
bukunya menyatakan bahwa mediator yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa disamping seorang atau lembaga yang netral, juga mediator 
berperan sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan terkuat. 
Sisi peran yang terlemah apabila mediator menjalankan perannya 
sebagai berikut: 
1) Penyelenggara pertemuan; 
2) Pemimpin diskusi rapat; 
3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan  agar proses 
perundingan berlaku secara baik;; 
4) Pengendali emosi para pihak; 
5) Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan 
pandangannya. 
Sedangkan sisi peran yang kuat mediator adalah apabila dalam 
perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan; 




3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah 
sebuah pertarungan untuk dimenangkan akan tetapi sengketa tersebut 
haruslah diselesaikan; 
4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah; 
5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah 
6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.43 
Dalam pelaksanaan tugasnya, mediator menurut Fuller sebagaimana 
dikutip oleh Suyud Margono dalam bukunya memiliki 7 (tujuh) fungsi, 
yakni: 
1) Sebagai katalisator (catalys), mengandung pengertian bahwa 
kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong 
lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi; 
2) Sebagai pendidik (educator), berarti seseorang harus berusaha 
memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala 
usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan 
diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak; 
3) Sebagai penerjemah (translator), berarti mediator harus berusaha 
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak lainnya melalui 
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran 
yang dicapai oleh pengusul; 
4) Sebagai narasumber (resource person) berarti seorang mediator 
harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia; 
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5) Sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news) berarti 
seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses 
perundingan dapat bersikap emosiaonal. Untuk itu mediator harus 
mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk 
menampung beberapa usulan; 
6) Sebagai agen realitas ( agent of reality) berarti mediator harus 
berusaha memberi pengertian secara jelas kepada ssalah satu pihak 
bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai 
melalui perundingan; dan 
7) Sebagai kambing hitam (scapegoat) berarti seorang mediator harus 
siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil 
peundingan.44 
c. Jenis-jenis Mediator 
Secara garis besar, terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator yang 
berasal dari dalam pengadilan dan mediator yang berasal dari luar 
pengadilan: 
1) Mediator dari dalam pengadilan 
Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang 
berupa perluasan  mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi 
mediator yakni hakim mediator dalam Pasal 1 ayat (2)  PERMA Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selain itu 
pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai 
                                                                




pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) yakni 
panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, 
calon hakim. 
Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat 
keterbatasan jumlah mediator bersertifikat maka ketua pengadilan bisa 
mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim 
sebagai mediator atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu 
ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan 
bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (Pasal 13 ayat 2 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) 
2) Mediator dari luar pengadilan 
Yang dimaksud mediator dari luar pengadilan adalah mediator 
bersertifikat dari kalangan non-hakim dan bukan pula dari kalangan 
pegawai pengadilan. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 salah satu 
pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah 
Pasal 8 ayat 2, yaitu “Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan 
pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan 
para pihak’. Baik mediator internal maupun eksternal wajib memiliki 
sertifikat mediator yang telah diperoleh setelah mengikuti dan 
dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang 




memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat 1 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016).45 
d. Mediator dan Skill-nya 
     Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi, oleh karena 
itu para mediator haruslah memiliki kemampuan yang baik agar proses 
mediasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 
Mediator harus memosisikan dirinya sebagai pemacu semangat, 
pengendali keadaan dan pengatur siasat, sehingga dapat menggiring 
para pihak yang bersengketa menuju proses interaksi timbal balik dalam 
membangun sebuah kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan 
formasi yang sesuai dengan kehendaknya, maka mediator harus 
melepaskan kendali dan memberikan ruang kepada para pihak untuk 
mengeksplorasi kepentingannya masing-masing. 
     Dalam mediasi, mediator perlu menekankan prinsip bahwa mediasi 
bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi 
merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan 
upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan 
pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga 
bukan kepentingan mediator.46 
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     Mengingat peran mediator sangat menentukan keberhasilan proses 
mediasi maka seorang mediator harus memenuhi persyaratan kualifikasi 
tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, 
yaitu sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal sendiri berkaitan 
dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya 
menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak dapat 
berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan 
mereka. Sisi eksternal yaitu berkaitan dengan persyaratan formal yang 
harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang 
akan ditangani. 
     Unsur terpenting bagi seorang mediator adalah ketrampilan (skill) 
untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil atau tidaknya 
proses mediasi. Pengetahuan yang banyak, belum tentu menjamin 
keberhasilan mediator melakukan mediasi, tanpa dibarengi dengan 
sebuah ketrampilan. Ketrampilan ini dapat diperoleh oleh seorang 
mediator melalui pendidikan atau pelatihan mediasi.  
     Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah 
ketrampilan dalam hal mendengarkan, keterampilan membangun rasa 
memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan 
meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.47 
e. Sertifikasi Mediator 
                                                                




     Pasal 13 ayat (1) menjelaskan Pada hakikatnya setiap orang yang 
menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat 
mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung ataupun lembaga yang telah 
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia.48Kecuali jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan 
tidak ada mediator yang bersertifikat , semua hakim pada pengadilan 
yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. 
     Ketentuan di atas juga diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
bahwa untuk menjalankan fungsinnya sebagai mediator, setiap mediator 
harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator 
yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Akreditasi 
lembaga sertifikasi ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Tim 
Akreditasi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Tujuan pelaksanaan 
akreditasi melalui SK KMA, adalah untuk memberikan pembinaan dan 
penjaminan kualitas penyelenggara sertifikasi mediator oleh lembaga 
sertifikasi mediator.49 
     Suyud margono dalam bukunya mengemukakan bahwa lembaga 
yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung untuk 
menyelenggarakan pelatihan mediasi bersertifikat di Indonesia, yaitu: 
1) PMN (Pusat Mediasi Nasional), akreditasi SK KMA No. 
044/SK/IVV/2004; 
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2) IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation) akreditasi 
No. 43 Tahun 2004; 
3) Universitas Indonesia Akreditasi 
4) Universitas Tarumanegara Akreditasi 
5) AMINDO (Asosiasi Mediator Indonesia), akreditasi No. 
56/Pan.2/II/2009.50 
5. Prinsip Mediasi 
     Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip 
dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. 
Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui 
oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah 
filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi dari berbagai 
pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan 
beberapa prinsip dari lembaga mediasi. 
     Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah 
semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. 
Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan 
merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa 
di tengah masyarakat.51 
David Spancer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth 
Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi sebagaimana dikutip oleh 
Syahrizal Abbas dalam bukunya adalah sebagai berikut: 
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Pertama, prinsip Kerahasiaan (confidentiality). yakni bahwa segala 
yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan 
pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 
pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga 
kerahasiaan dari sisi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan 
seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat 
dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai 
penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai 
diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan 
masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, 
sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan 
terbuaka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan 
mereka secara nyata. 
Kedua, prinsip Sukarela (volunteer). artinya para pihak yang bertikai 
datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara 
sukareladan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau 
pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan 
mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan 
mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka 
sendiri. 
Ketiga, prinsip pemberdayaan (empowerment). prinsip ini didasarkan 
pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya 




dan dapatmencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan 
mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap 
solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. 
Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-
masing pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak untuk 
menerima solusinya. 
Keempat, prinsip netralitas (neutrality).  Di dalam mediasi, peran 
seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap 
menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang 
mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang 
mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutus 
salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah 
satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua 
belah pihak. 
Kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasannya solusi yang 
dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, 
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil 
mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah 
pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing 
pihak.52 
6. Prosedur Mediasi 
                                                                




Prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan PERMA 
Nomor1 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 17 sampai Pasal 32, yang dalam 
hal ini dibagi menjadi tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, 
dan hasil mediasi,. Adapun pembahasanya adalah sebagai berikut. 
a. Tahap Pra Mediasi 
Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam 
menyidangkan  suatu perkara yang diajukan kepadannya adalah 
mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran 
mendamaikan pihak-pihak  yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi 
hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang 
diadilinnya.53   Pada Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan 
bahwa “ pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para 
pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh 
mediasi”. Yang mana harus disertai dengan iktikad baik sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yakni “para pihak dan/atau kuasa 
hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik”, selanjutnya 
hakim juga wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberi 
kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu, hakim 
pemeriksa perkara berkewajiban menjelaskan proedur mediasi kepada para 
pihak. 
     Tahap pra mediasi juga merupakan tahap dimana para pihak yang 
berperkara mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur 
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mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan 
membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam Pasal 19 ayat (1) 
sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak dapat memilih seorang atau 
lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika 
dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, maka 
pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. 
Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai 
dengan (7),  yaitu  setelah  para  pihak  hadir  pada  sidang pertama,hakim 
pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling 
lama  2  (dua)  hari  berikutnya  untuk  berunding  guna  memilih  mediator 
termasuk  biaya  yang  mugkin  timbul  akibat  pilihan  penggunaan  
mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Jika sampai dengan 
batas waktu yang  ditentukan  2  (dua)  hari  para  pihak  tidak  dapat  
sepakat  memilih mediator  yang  dikehendaki,  para  pihak  wajib  
menyampaikan  kegagalan mereka  kepada  ketua  majelis  hakim.  Setelah  
menerima  pemberitahuan kegagalan  memilih  mediator,  ketua  majelis  
hakim  pemeriksa  segera menunjuk  mediator  hakim  atau  pegawai  
pengadilan  yang  telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya sebagai 
mediator.54 
Apabila  para  pihak  telah  memilih  mediator,  ketua  hakim  
pemeriksa perkara  menerbitkan  penetapan  yang  memuat  perintah  
untuk  melakukan mediasi  dan  menunjuk  mediator.  Hakim  pemeriksa  
                                                                





perkara memberitahukan  penetapan  mediator  melalui  panitera  
pengganti.  Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan 
kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. 
     PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mewajibkan kuasa hukum untuk 
membantu para pihak dalam melaksanakan mediasi dalam bentuk; (a) 
menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara tentang prosedur 
mediasi, (b) mendorong pihak prinsipal berperan langsung secara efektif 
dalam proses mediasi, (c) membantu para pihak mengidentifikasi 
kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses 
mediasi, (d) membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan 
kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan 
perdamaian, (e) menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa 
hukum. Dalam hal pihak berhalangan untuk hadir berdasarkan alasan yang 
sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan 
mediasi dengan memperlihatkan surat kuasa khusus yang memuat 
kewenangan untuk mengambil keputusan.55 
b. Tahap Mediasi 
Dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan bahwa 
dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan mediator maka 
para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, dan pihak 
lain. Resume  perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa 
                                                                




penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi resume 
perkara yang diajukan para pihak, mediator berusaha mencari jalan titik 
temu antara keinginan para pihak. 
Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan 
para pihak, mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu 
kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasan. Jangka waktu 
mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak berakhir jangka waktu yang telah ditentukan.56 
Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi masih dilakukan 
dalam tahapan ini. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa 
hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad yang baik. Salah satu 
pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak memiliki iktikad 
yang baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: 
1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 
dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; 
2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapitidak pernah hadir 
pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 
(dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
3) Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 
mediasi tanpa alasan sah; 
                                                                




4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau 
tidak menanggapi resume perkara pihak lain; 
5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah 
disepakati tanpa alasan sah.57 
     Dalam pelaksanaan mediasi, mediator memiliki kewajiban untuk 
menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Apabila 
dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus. Perihal kaukus diatur 
dalam Pasal 14 huruf (e) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan 
bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa 
kehadiran pihak lainnya (kaukus). Pertemuan terpisah merupakan aspek 
penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa 
bertemu dengan para pihak secara terpisah, dimana masing-masing 
pertemuan sifatnya rahasia. Dalam setiap tahap mediasi para pihak bisa 
didampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata lain, mediasi juga 
bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secaralangsung dengan 
mediator tanpa kehadiran kuasa hukum. 
Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan 
merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dan 
tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya: 
1) Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang 
dihadiri pihak lawan; 
                                                                





2) Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para 
pihak dengan mediator; 
3) Dalam tahap kaukus ini moderator bisa membaca sejauh mana 
kesungguhan para pihak yang bersengketa untuk berdamai; 
4) Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengketa yang dihadapi. 
Pendapat hukum dari mediator semata-mata adalah pendapat 
intelektual sama sekali tidak berpengaruh atau mengikat putusan 
hakim (dalam hal mediasi di pengadilan gagal dan sengketa sampai 
pada tahap putusan pengadilan); 
5) Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang 
konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi 
perundingan; 
6)  Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa 
mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian 
sengketa yang lebih variatif.58 
Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau 
tidak semata-mata tergantung pada  penilaian dari mediator apakah 
terdapat urgensi dari dilaksanakannya kaukus atau tidak. Kaukus juga 
harus didasari oleh prinsip-prinsip mediator yaitu prinsip netralitas, yakni 
adanya hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari 
kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku. 
                                                                




Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa 
hukum, mediator dapat melibatkan seorang atau lebih ahli, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat dalam bidang tertentu untuk 
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
penyelesaian perbedaan pendapat diantara para pihak. Namun para pihak 
harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat 
atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh 
masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas. Adapun biaya untuk 
kepentingan seorang ahli dalam proses mediasi ditanggung oleh pihak 
yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 
c. Hasil Mediasi 
Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para 
pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan 
perdamaian. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
Pertama, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, mediator 
wajib melaporkan keberhasilan itu dengan sekaligus melampirkan 
kesepakatan perdamaian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 dinyatakan “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para 
pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara 
tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator” 
Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-




merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam 
hal proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan 
kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat 
pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas 
kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani 
kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian 
untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau 
yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.59 
Kesepakatan perdamaian yang selanjutnya dibuat oleh hakim tersebut 
dinamakan sebagai akta perdamaian, yakni akta yang memuat isi 
kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan 
kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum 
biasa maupun luar biasa. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum 
sekaligus mengakhiri persengketaan yang sebenarnya adalah wujud 
perjanjian para pihak yang harus dipatuhi bersama.60 Adapun bentuk 
kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain: 
1) Kepala surat bertuliskan”Kesepakatan Perdamaian” atau istilahlain 
yang sama arti dan maksudnya; 
2) Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian; 
3) Identitas pihak yang bersengketa; 
4) Ketentuan atau klausul kesepakatan 
5) Ditandatangani oleh para pihak serta mediator 
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Setelah menerima dokumen kesepakatan perdamaian yang 
ditandatangani para pihak dan mediator, hakim pemeriksa perkara segera 
meneliti dan mempelajari kesepakatan dalam waktu paling lama 2 (dua) 
hari. Majelis hakim pemeriksa perkara juga bertanggungjawab untuk 
memastikan bahwa materi kesepakatan perdamaian itu tidak bertentangan 
dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak 
ketiga dan dapat dilaksanakan. Jika hal itu tidak terpenuhi, hakim 
pemeriksa wajib mengembalikan naskah kesepakatan perdamaian itu 
kepada mediator dan para pihak untuk diperbaiki. Perbaikan kesepakatan 
perdamaian wajib diselesaiakan oleh para pihak dengan bantuan mediator 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Paling lama 3 (tiga) hari setelah 
menerima naskah kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara 
wajib menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta 
perdamaian.61 
Kedua, proses mediasi yang tidak berhasil dan yang tidak dapat 
dilaksanakan. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai 
kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa 
perkara, dalam hal: 
1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai sampai batas 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau 
                                                                




2) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. 
Mediator wajib menyatakan  mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) yakni: 
(a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 
berkaitan dengan pihak yang lain yang: 
 Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain 
yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam 
proses mediasi; 
 Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal 
pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir 
di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses 
mediasi; atau 
 Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal 
pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di 
persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. 
(b) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat 
pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang 
tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang 
terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan 




Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses 
mediasi; 
(c)   Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Setelah 
menerima pemberitahuan, hakim pemeriksa perkara segera 
menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.62 
B. Sidang Keliling 
1. Pengertian Sidang Keliling 
     Apabila memperhatikan kebanyakan proses pemeriksaan perkara di 
pengadilan, tidak jarang prinsip hukum acara yakni pemeriksaan perkara 
secara cepat, sederhana dan biaya ringan tidak sepenuhnya dapat diterapkan. 
Meski prinsip tersebut sudah secara tegas dan jelas dicantumkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Dampaknya tidak sedikit warga yang 
menghadapi sengketa dan hendak menuntut haknya ke pengadilan menjadi 
enggan karena pada kenyataannya pemeriksaan perkara tidaklah sederhana, 
rumit, berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama. 
     Beberapa tahun belakangan, mulai dikembangkan terobosan dalam 
penyelenggaraan persidangan, khususnya oleh pengadilan-pengadilan di 
lingkungan Peradilan Agama, dengan menyelenggarakan sidang keliling 
yang bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara 
cepat, sederhana dan biaya ringan. Sasaran sidang keliling adalah 
                                                                




masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kota atau yang 
memerlukan waktu dan biaya hanya untuk mencapai gedung pengadilan. 
Secara prinsip, penyelenggaraan sidang keliling ini dilakukan untuk 
memenuhi hak akan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, 
layanan pengadilan tidak hanya dapat dijangkau oleh warga kota saja.63  
     Hal ini menjadi dasar Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan 
secara merata kepada seluruh warga negara sebagaimana tertuang dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) 
lampiran, yakni pada Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan 
Lampiran B untuk lingkup Peradilan Agama, yang dimana salah satu bentuk 
bantuan hukumnya adalah sidang keliling bagi daerah yang sulit dijangkau 
dan terpencil. 
     Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) 
atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam 
wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.64 
     Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 juga menjelaskan terkait dasar 
yang diatur dalam bagian dua yang terdiri dari 5 (lima) pasal yang memuat 
tentang penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksana sidang 
keliling, biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan 
dan dan pertanggungjawaban, serta ketentuan-ketentuan lain. 
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     Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sidang keliling 
adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, 
berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di 
wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan 
dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.65 
     Selain sidang keliling terdapat pula sidang berkamar maksudnya adalah 
pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan diadakan beberapa sidang 
majelis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga 
hakim memungkinkan. Sidang keliling atau sidang berkamar di 
perkenankan, prinsip pokoknya adalah asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan.66 Dengan demikian masyarakat tentunnya merasa sangat terbantu 
dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh keadilan dan tentunya 
pengadilan juga  mendapatkan manfaat karena dengan adanya sidang 
keliling dapat mempercepat proses beracara sehingga meminimalisir 
penumpukan perkara yang ada. 
     Sidang keliling adalah bukti nyata salah satu penjabaran dari acces to 
justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum dibanyak negara. 
Hal ini untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada 
masyarakat. Sedang keliling mesti mendapat banyak perhatian dari semua 
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pihak yang terkait, sehingga dapat memaksimalkan jangkauan keadilan 
kepada semua pihak terkait. 
2. Dasar Hukum Sidang Keliling 
Adapun peraturan yang mengatur tentang sidang keliling adalah sebagai 
berikut: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1), menyatakan dengan tegas 
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
b. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
c. Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak 
memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi 
pencari keadilan yang tidak mampu; 
d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (Lampiran B untuk Lingkungan 
Peradilan Agama) 
e. Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama 
Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di 




f. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan (BAB IV dari 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 12 tentang sidang keliling). 
3. Bentuk- Bentuk Sidang Keliling 
     Sidang keliling memiliki dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan 
sidang keliling insidentil, berikut penjelasannya 
a. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara 
berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin 
setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus memenuhi 
kriteria antara lain: 
1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung 
pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung 
pengadilan tersebut berkedudukan; 
2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih 
dalam wilayah yuridiksinnya; 
3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinnya sangat sulit terjangkau; 
4) Daerah yang lokasinnya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginnya 
biaya pemanggilan ke wilayah tersebut; 
5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 
3 (tiga) tahun terakhir. 
b. Sidang keliling insidental, adalah sidang keliling yang dilakukan 





1) Masyarakat setempat; 
2) Pemerintah daerah setempat; 
3) Instansi pemerintahan lainnya 
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 
setempat; atau perguruan Perguruan Tinggi di daerah hukum 
pengadilan setempat.67 
4. Tujuan Sidang Keliling 
     Adapun tujuan sidang keliling adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 
dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan 
justice for the poor); 
b. Mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan; 
c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah 
Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang 
pengadilan.68 
5. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling 
a. Persiapan Sidang Keliling 
     Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah setempat, 
seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik pengadilan, 
kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat gedung lainnya 
yang dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang keliling. 
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     Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang 
ditetukan sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan setempat. 
Kelengkapan sidang tentunya mencakup alat-alat seperti perlengkapan 
sidangbiasa yang dilakukan di kantor Pengadilan. Untuk jenis perkara 
yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantarannya adalah istbat 
nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan itsbat dan cerai gugat/cerai 
talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan 
mengajukan perceraian , hak asuh anak dan penetapan ahli waris. 
    Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang 
keliling belum selesai, sedangkan anggaran DIPA (Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran) untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah 
habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan 
dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan. 
Dalam pelaksanaan sidang keliling petugas pelaksana menjadi hal yang 
wajib, dan paa dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) majelis 
hakim yang terdiri dari 3 orang hakim, 1 (satu) orang panitera pengganti 
dan 1 (satu) orang petugas administrasi. Namum dalam hal-hal tertentu, 
sidang mengikutsertakan 1 (satu) orang hakim mediator, 1 (satu) orang 
pejabat penanggungjawab dan 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti. 
b. Pelaksanaan Sidang Keliling 
     Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua Pengadilan membuat 
SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat lokasi atau tempat 




majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas 
administrasi untuk melaksanakan tugas pelayanan sidang keliling. 
     Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
sidang keliling di lakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran 
perkarannya di daftarkan di tempat sidang keliling dilaksanakan. Ketua 
Pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan 
jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan juga pendaftaran 
perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada 
sidang keliling ini dilaksanakan secara terpadu dan menyatu dengan 
rencana sidang keliling. 
     Petugas pelaksana sidang keliling berangkat lebih awal agar dapat 
menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius 
pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling 
ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang telah ditetapkan 
dengan keputusan Ketua Pengadilan berdasarkan data atau realitas 
setempat. 
     Adapun tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan 
sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 
Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar 
tertib administrasi dapat terlaksana sesuai dengan Pola Bindalmin. 
Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat 
diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.69 
                                                                






PELAKSANAAN  SIDANG KELILING  PENGADILAN AGAMA 
BANJARNEGARA 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara 
     Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung 
keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. 
Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen bahwa 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan 
oleh Mahkamah Konstitusi.” 
     Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, 
lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman). 
Dalam Pasal 13 Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa 
“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah 
Agung”. Hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran 





bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen 
Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut 
Peradilan Satu Atap (One Roof System). 
     Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan 
finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
masing-masing lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi 
dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka 
badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen 
Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah 
bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama.70 
     Setiap orang Islam yang menyadari arti penting keberadaan Peradilan 
Agama di Indonesia, niscaya mensyukuri eksistensi dan kedudukan 
Peradilan Agama dewasa ini yang sudah setara dengan peradilan-peradilan 
lainnya setelah sebelumnya mengalami pasang surut dan perjalanan yang 
berliku-liku yang dimulai diakui secara resmi sejak zaman kolonial dalam 
kondisi yang masih sangat sederhana dan kewewenangan yang sangat 
terbatas kemudian mendapat momentum kebangkitannya dengan peristiwa 
                                                                





disahkan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 pada era 
pemerintahan orde baru selanjutnya pada era reformasi eksistensi dan 
kedudukan Peradilan Agama mencapai puncak kekokohannya dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
1999. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan 
Agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009.  
     Lahirnya sebuah Undang-Undang selain merupakan peristiwa hukum 
sekaligus merupakan peristiwa politik, juga sangat erat kaitannya dengan 
keyakinan umat Islam karena Peradilan Agama didasarkan kepada hukum 
Islam, sedangkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dalam 
perkembangannya sebagai hukum yang berdiri sendiri telah lama dianut 
oleh pemeluk agama Islam.71 
     Menurut Mahfud MD, ada tiga landasan konstitusional yang dapat 
dipakai sebagai dasar pijak bagi Peradilan Agama di Indonesia, yaitu 
Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.72 
a. Pancasila 
     Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dapat dijadikan 
dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia, sebab setiap 
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agama mendasarkan diri pada keimanannya pada Tuhan. Dengan 
Pancasila sebagai dasar negara maka hukum agama yang diyakini para 
penganutnya memperoleh legalitas konstitusi untuk diberlakukan 
sekaligus untuk meruntuhkan teori receptie yang dulunya dipakai 
sebagai dasar kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja 
berlakunya hukum agama bagi penganut-penganutnya adalah terutama 
sejauh menyangkut hukum privat. 
b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
     Tercantumnya Piagam Jakarta di dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 
yang memberlakukan kembali UUD 1945 menyebabkan rumusan sila 
pertama Pancasila mendapat tambahan, yaitu “berkesesuaian dengan 
hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab”. Atas dasar ini maka berlakunya hukum Islam bagi 
pemeluknya mendapat landasan kokoh.  
     Tetapi seperti diketahui bahwa setiap upaya penafsiran yang berbau 
Piagam Jakarta senantiasa menimbulkan sebuah kontroversi. 
Kontroversi pendapat ini akhirnya terjawab dengan keluarnya inpres 
No. 12 Tahun 1968 yang memberi penegasan bahwa Pancasila yang 
resmi dipakai adalah Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan 
UUD 1945 yang disahkan pada tangga 18 Agustus 1945 oleh PPKI. 
Oleh sebab itu, meskipun jawaban tersebut sekedar berbentuk Inpres, 





pemeluk-pemeluknya” harus dianggap tidak ada. Dan oleh sebab itu 
pula maka Piagam Jakarta tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi 
pemberlakuan pelembagaan sesuatu. 
     Adanya Peradilan Agama tidak ada kaitannya dengan Piagam 
Jakarta yang dibakukan di dalam konsideren Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 itu. Artinya, ada atau tidak ada Piagam Jakarta eksistensi 
Peradilan Agama tetap memiliki peluang konstitusional. Secara yuridis, 
adanya peradilan agama diberi peluang oleh UUD 1945 yang secara riil 
dikristalisasi di dalam aturan peralihan Pasal II yang kemudian 
dikukuhkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 
lain. 
c. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 
     Satu hal yang pasti bahwa eksistensi Peradilan Agama di alam 
kemerdekaan didasarkan pada ketentuan Pasal II aturan Peralihan UUD 
1945 yang menyatakan bahwa semua “lembaga dan peraturan yang ada 
(pada saat sebelum Indonesia merdeka) masih terus berlaku selama 
belum dibuat lembaga dan peraturan baru menurut UUD”.  
     Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan,lembaga 
peradilan Agama sudah ada di Indonesia. Lembaga ini di bentuk sejak 
tahun 1882 di tempat-tempat yang ada Landraad (Pengadilan Negeri). 
Bahkan sebelum secara formil diakui oleh pemerintah pada tahun 1882 
itu peradilan agama telah diterapkan secara riil. Dengan demikian 





Agama dapat terus hidup selama belum ada ketentuan baru 
mengubahnya. Ternyata kemudian ada aturan-aturan baru yang 
menguatkan eksistensinya. Pada tahun 1948 Peradilan Agama dijadikan 
salah satu bagian Peradilan Umum, tetapi sebelum ketentuan tersebut 
dapat berlaku sudah ada sebuah UU yang memberikan pengakuan 
bahwa Peradilan Agama adalah lembaga yang mandiri yakni UU 
Darurat No. 1 Tahun 1951. di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Darurat 
Nomor 1 Tahun 1951 dicantumkan penghapusan semua peradilan adat 
dan swapraja kecuali Peradilan Agama jika merupakan bagian tersendiri 
dari Peradilan Swapraja. Dengan demikian Peradilan agama terus 
berjalan dan memperoleh legalitasnya. Selanjutnya setelah Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 pada tahun 1964 pemerintah mengundangkan UU 
No. 19 Tahun 1964 (tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman) yang secara tegas menyebutkan adanya empat lingkungan 
peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada 
zaman Orde Baru dikeluarkan lagi UU No. 14 Tahun 1970 (tentang 
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang di dalam Pasal 10 tetap 
melembagakan empat lingkungan peradilan seperti yang dianut di 
dalam UU No. 19 Tahun 1964. 
     Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu kawal depan 
Mahkamah Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi 





perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi 
Agama Semarang, untuk melayani para pencari keadilan, jajaran hakim 
dan kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara berkomitmen untuk 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah 
ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan 
lainnya, secara adil dan transparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas 
tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara berpedoman kepada Undang-
Undang dan ketentuan peraturan lainnya, dalam rangka pelayanan prima 
dan penegakan supremasi hukum pada Kabupaten Banjarnegara.73 
     Sebagai salah satu bagian dari Lembaga Peradilan, dalam pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Banjarnegara  tentunya 
memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana peradilan yang lain 
khususnya dibawah naungan Peradilan Agama yang senantiasa dijadikan 
dasar dan pegangan dalam melaksanakan pelayanannya. Berikut akan 
dipaparkan sekilas tentang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 
Banjarnegara: 
a. Tugas pokok Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan ketentuan 
pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama adalah bertugas untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 
                                                                





Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 
shadaqah dan ekonomi syariah. 
b. Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006); 
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah 
jajarannya, baik menyangkut teknik yudisial, administrasi peradilan, 
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 
dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006); 
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, 
panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah 
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 
kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006); 
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 





hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006); 
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 
keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006); 
6. Fungsi Lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 
tugas hisab dan ruqyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 
DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain , selain itu juga melakukan 
pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 
peradilan, sepanjang diatur dalam KMA Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 
Pengadilan.74 
     Pengadilan Agama Banjarnegara yang beralamatkan di Jl. Letjend 
Soeprapto Banjarnegara, dalam pelayanan terhadap masyarakat tentunya di 
dasarkan pada visi dan misi yang telah menjadi dasar dalam perwujudan 
yang hendak dicapai. Berikut visi dan misi dari Pengadilan Agama 
Banjarnegara: 
a. Visi  
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Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan 
masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah 
SWT. 
b. Misi 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukan diri 
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan 
ekonomi syari’ah secara sederhana, cepat, biaya ringan.75 
2. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara 
     Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kewenangan 
(kompentesi) yang harus diperhatikan. Kompentensi dapat diartikan 
sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu 
pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan 
kompentesinya atau kewenangannya. Jadi, penting bagi para pihak untuk 
melihat sejauh mana kompentensi atau kewenangan suatu pengadilan 
sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa atau perkaranya ke 
pengadilan.  
     Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi 
relatif dan kompetensi absolut. Adapun penjelasan keduanya adalah 
sebagai berikut: 
a. Kompetensi Relatif 
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  Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu         
jenis atau satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 
pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Pengadilan 
Agama dalam hal ini mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan 
mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu 
kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai 
pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.76 
 Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau 
Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 
1989, yaitu acara yang yang berlaku pada lingkungan peradilan agama 
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan 
umum. 
Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas actor sequitur forum rei (bahwa 
yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, 
ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2). 
Ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut: 
1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang diajukan kepada 
pengadilan di tempat tinggal penggugat; 
2) Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan di tempat tinggal penggugat; 
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3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan 
diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu 
terletak; 
4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka 
gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih 
dalam akta tersebut.77 
 Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan 
yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara. terletak di 
Kabupaten Banjarnegara wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 
Banjarnegara meliputi 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten 
Banjarnegara. 
Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah kompetensi relatif untuk 
Pengadilan Agama Banjarnegara, meliputi: 
1) Kecamatan Banjarmangu terdiri dari Banjarkulon, Banjarmangu, Beji, 
Gripit, Jenggawur, Kalilunjar, Kendaga, Kesenet, Majatengah, Paseh, 
Pekandangan, Prendengan, Rejasari, Sigeblog, Sijenggung, Sijeruk, 
Sipedang; 
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2) Kecamatan Wanayasa terdiri dari Balun, Bantar, Dawuhan, Jatilawang, 
Karangtengah, Kasimpar, Kubang, Legoksayem, Pagergunung, 
Pandansari, Penanggungan, Pesantren, Susukan, Suwidak, Tempuran, 
Wanaraja, Wanayasa; 
3) Kecamatan Wanadadi terdiri dari Gumingsir, Kandangwangi, 
Karangjambe, Karangkemiri, Kasalib, Lemahjaya, Linggasari, Medayu, 
Tapen, Wanadadi, Wanakarsa; 
4) Kecamatan Susukan terdiri dari Berta, Brengkok, Derik, Dermasari, 
Gumelem Kulon, Gumelem Wetan, Karangjati, Karangsalam, 
Kedawung, Kemranggon, Pakikiran, Panerusan Kulon, Panerusan 
Wetan, Piasa Wetan, Susukan; 
5) Kecamatan Sigaluh terdiri dari Bandingan, Bojanegara, Gembongan, 
Kalibenda, Karangmangu, Kemiri, Panawaren, Prigi, Pringamba, 
Randegan, Sawal, Sigaluh, Singomerto, Tunggara, Wanacipta; 
6) Kecamatan Rakit tediri dari Adipasir, Badamita, Bandingan, Gelang, 
Kincang, Lengkong, Luwung, Pingit, Rakit, Situwangi, Tanjunganom; 
7) Kecamatan Purworejo Klampok terdiri dari Purwareja, Klampok, 
Sirkandi, Kecitran, Kalimandi, Kaliwinasuh, Kalilandak, Pagak; 
8) Kecamatan Purwanegara terdiri dari Danaraja, Gumiwang, Kaliajir, 
Kalipelus, Kalitengah, Karanganyar, Kutawuluh, Merden, Mertasari, 
Parakan, Petir, Pucungbedug, Purwonegoro; 
9) Kecamatan Punggelan terdiri dari Badakarya, Bondolharjo, Danakerta, 





Purwasana, Sambong, Sawangan, Sidarata, Tanjungtirta, Tlaga, 
Tribuana; 
10) Kecamatan Pejawaran tediri dari Beji, Biting, Condong Campur, 
Darmayasa, Gembol, Giritirta, Grogol, Kalilunjar, Karangsari, 
Panusupan, Pegundungan, Pejawaran, Ratamba, Sarwodadi, 
Semangkung, Sidengok, Tlahap; 
11) Kecamatan Pandanarum terdiri dari Beji, Lawen, Pandanarum, 
Pasegeran, Pingit Lor, Pringamba, Sinduaji, Sirongge; 
12) Kecamatan Pagedongan terdiri dari Duren, Gentansari, Gunungjati, 
Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Lebakwangi, Pagedongan, 
Pesangkalan, Twelagiri; 
13) Kecamatan Pagentan terdiri dari Aribaya, Babadan, Gumingsir, 
Kalitlaga, Karangnangka, Karekan, Kasmaran, Kayuares, Larangan, 
Majasari, Metawana, Nagasari, Pagentan, Plumbungan, Sokaraja, 
Tegaljeruk; 
14) Kecamatan Mandiraja tediri dari Banjengan, Blimbing, Candiwulan, 
Glempang, Jalatunda, Kaliwungu, Kebakalan, Kebanaran, Kertayasa, 
Mandiraja kulon, Mandiraja wetan, Panggisari, Purwasaba, Salamerta, 
Simbang, Somawangi; 
15) Kecamatan Madukara tediri dari Bantarwaru, Blitar, Clapar, Dawuhan, 
Gununggiana, Kaliurip, Karanganyar, Kelurahan Kenteng, Kutayasa, 
Limbangan, Madukara, Pagelak, Pakelen, Pekauman, Penawangan, 





16) Kecamatan Karangkobar terdiri dari Ambal, Binangun, Gumelar, 
Jlegong, Karanggondang, Karangkobar, Leksana, Pagerpelah, 
Pasuruhan, Paweden, Purwodadi, Sampang, Slatri; 
17) Kecamatan Kalibening terdiri dari Asinan, Bedana, Gununglangit, 
Kalibening, Kalibening Gunung, Kalibombong, Kalisat Kidul, Karang 
Anyar, Kasinoman, Kertasari, Majatengah, Plorengan, Sembawa, 
Sidakangen, Sikumpul, Sirukem, Sirukun; 
18) Kecamatan Bawang terdiri dari Bandingan, Bawang, Binorong, 
Blambangan, Depok, Gemuruh, Joho, Kebondalem, Kutayasa, 
Majalengka, Mantrianom, Masaran, Pucang, Serang, Wanadri, 
Watuurip, Winong, Wiramastra; 
19) Kecamatan Batur   terdiri dari Bakal, Batur, Dieng Kulon, 
Karangtengah, Kepakisan, Pasurenan, Pekasiran, Sumberejo; 
20) Kecamatan Banjarnegara terdiri dari Kelurahan Ampelsari, Kelurahan 
Argasoka, Cendana, Karangtengah, Kelurahan Krandegan, Kelurahan 
Kutabanjarnegara, Kelurahan Parakancanggah, Kelurahan Semampir, 
Kelurahan Semarang, Kelurahan Sokanandi, Sokayasa, Tlagawera, 
Wangon.78 
b. Kompetensi Absolut  
Kompentesi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu 
perkara/sengketa yang didasarkan kepada “objek atau menteri pokok 
perkaranya”. Untuk melihat lebih jauh terkait kompentensi absolut tersebut 
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dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 
(saat ini telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman) yaitu sebagai berikut: 
1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan; 
2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu 
(diversity jurisdiction); 
3) Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (absolute 
jurisdiction) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan 
subjek/materinya; 
4) Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya 
berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya.79 
     Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) di 
Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang di bawahnya dalam lingkungan Peradialn Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah konstitusi. Pada masing-masing lingkungan peradilan itu 
memiliki cakupan dan wewenang sendiri-sendiri untuk mengadili (atributie 
van rechtmacht), dan ditentukan oleh oleh bidang yurisdiksi yang 
dilimpahkan undang-undang kepadanya. 
     Kewenangan absolut sebagaimana yang dijelaskan merupakan  
kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 
pengadilan. Dalam hal ini, kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan 
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Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata 
tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang 
beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.80 
    Sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal 
kekuasaan absolutnya juga sesuai dengan landasan yang ada yakni 
pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana 
diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Hakim di Pengadilan Agama 
Banjarnegara 
     Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia 
“identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman 
seringkali diidentikan dengan kebebaan hakim. Demikian halnya, 
keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena 
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itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan 
dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan 
keadilan. Di Indonesia, idealisme hakim itu tercermin dalam simbol-
simbol kartika (takwa),  cakra (adil), candra (berwibawa), sari (berbudi 
luhur), dan tirta (jujur).81 Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi 
tuntutan bagi hakim untuk diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas 
dan fungsi secara maksimal. 
     Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, 
menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. 
Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, 
memeriksa, dan mengadili serta menyelasaikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. 
     Untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu 
untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. untuk 
mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan 
memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang di kenal 
dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-
undangannya yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian 
tidak akan timbul istilah yang di kenal dengan sebutan kekosongan hukum. 
Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan 
apa yang telah di tentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. 
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Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini 
hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, Sedangkan setelah 
proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. 
     Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, Tugas Hakim hanya 
membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim 
tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh 
menambah atau menguranginya.82 
     “Tugas hakim Pengadilan Agama di dalam mewujudkan keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan 
memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.”83 
     Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, di jelaskan:  
     “Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 
mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia.” 
Di samping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat 
batiniah, yaitu: 
“Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab 
pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung 
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jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini 
dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, „Demi 
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‟.84 
Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya 
dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi 
atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, 
sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara 
mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, 
melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. 
Artinya hakim pengejar kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas. Di 
sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya 
segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, 
yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah 
masih derdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau 
tidak.85 
    Sebagaimana penjelasan mengenai tugas dan fungsi hakim diatas, 
Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu bagian dari Lembaga 
Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung menguraikan tugas pokok 
dan fungsi hakimnya tanpa keluar dari koridor landasan hukum yang telah 
dijelaskan sebelumnya sebagai berikut: 
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a. Bertindak sebagai Ketua Majelis atas perintah Ketua Pengadilan Agama 
Banjarnegara; 
b. Memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran 
pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin; 
c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, 
mandiri, cepat, adil dan biaya ringan; 
d. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam Court Calender yang 
telah disediakan; 
e. Menetapkan hari sidang ; 
f. Mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada Panitera 
Pengganti; 
g. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan 
Agama mengenai hukum yang dianggap penting; 
h. Dalam hal Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk 
mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung 
jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta 
menandatanganinya; 
i. Mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota disaat akan 
menentukan isi putusan/memutus perkara; 
j. Membuat konsep putusan dan merenvoi pada berita acara yang 
dianggap perlu; 






l. Menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan 
bersama Hakim Anggota dan Panitera Pengganti; 
m. Melaksanakan proses anonimasi putusan sebagai pengejawantahan 
KMA No.144/2007 jo. 1-144/2011 tentang Keterbukaan Informasi di 
Pengadilan; 
n. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum 
yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 
o. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan 
melaporkan kepada atasan langsung secara periodik.86 
B. Deskripsi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
1. Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara 
     Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung 
jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat. Sebagai 
sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi. Upaya untuk mewujudkan 
access to justice ini dalam implementasinya meliputi tiga hal. Pertama, 
hak untuk memperoleh manfaat dan mengunakan institusi peradilan, 
kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi 
masyarakat miskin untuk mencapai keadilan dan ketiga, adanya metode 
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dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap 
keadilan.87 
     Perwujudan acces to justice ini salah satunya diupayakan oleh lembaga 
peradilan di Indonesia tidak terkecuali oleh Pengadilan Agama. Dalam 
rangka merespon tuntuntan  dan upaya meningkatkan akses keadilan bagi 
masyarakat miskin dan terpinggirkan serta yang tinggal di tempat 
terpencil, Ketua Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2010 menerbitkan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10/2010 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Hukum. SEMA ini mengatur 3 (tiga) hal pokok dalam 
pemberian bantuan hukum, yakni pelaksanaan pembebasan biaya perkara 
(prodeo) , pos bantuan hukum di pengadilan, dan juga sidang keliling. 
      Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 20 
Februari 2013. Sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara ini 
tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari 
keadilan di Banjarnegara, mengingat luasnya wilayah yuridiksi dan juga 
kondisi geografis wilayah di Kabupaten Banjarnegara adalah pegunungan  
dan perbukitan, yang tentunya akses para wargannya tidak semaksimal di 
wilayah perkotaan. Layanan sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara  pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Wanayasa tepatnya 
di kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Wanayasa dan 
berlangsung  hingga saat ini. Hal ini berdasarkan pada survey wilayah 
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yang pernah dilakukan sebelumnya dimana wilayah ini dapat dikatakan 
jauh dan sulit dijangkau dari kantor Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu 
Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Wanayasa, 
Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Batur dan Kecamatan Karangkobar 
sebagai wilayah yang akan menikmati fasilitas sidang keliling yang rutin 
dilaksanakan di kantor UPK Kecamatan Wanayasa pada hari selasa.88 
2. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara  
     Sidang keliling sebagai salah satu perwujudan dari acces to justice di 
Pengadilan Agama Banjarnegara bertujuan untuk mengoptimalkan 
pelayanan keadilan kepada masyarakatnya yang mengalami hambatan 
untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi 
maupun biaya. Sejauh ini pelayanan sidang keliling baru dilaksanakan di 
satu tempat yakni di Kecamatan Wanayasa yang sekaligus meliputi 
beberapa kecamatan di sekitarnya yakni Kecamatan Pejawaran, 
Kecamatan Batur, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening dan 
Kecamatan Karangkobar.  
     Dalam pelaksanaan sidang keliling tidak ada syarat khusus, hanya saja 
sidang keliling dilaksanakan salah satunnya dengan mempertimbangkan 
wilayah yuridiksi yang luas. Mengingat lokasi masyarakat yang jauh dari 
gedung pengadilan. Sejatinya sidang keliling merupakan suatu pelayanan 
saja, namun terkait dengan hukum beracara perkarannya itu sama dengan 
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yang dilakukan di gedung Pengadilan Agama Banjarnegara. 
Pelaksanaannya juga tergantung  kepada aggaran DIPA dari Mahkamah 
Agung yang ada, jika tidak ada maka sidang keliling juga tidak dapat 
dilaksanakan. Anggaran sidang keliling itu sudah ada sudah ada di 
anggaran Peradilan Agama DIPA hanya bagaimana kemampuan untuk 
membaginnya, karena dalam anggaran itu sudah dijelaskan untuk beberapa 
kegiatan.89 
     Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
didasarkan pada peraturan yang berlaku yakni Surat Keputusan Ketua 
Muda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang 
Keliling.  
     Sarana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk 
pelaksanaan sidang keliling adalah UPK di kantor Kecamatan Wanayasa. 
Pihak UPK di kantor Kecamatan Wanayasa mempersiapkan gedung 
tempat sidang keliling, meja dan kursi sidang, kursi untuk para pihak yang 
berperkara, dll. Sedangkan pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung 
menyediakan yang lainnya. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan 
tempat yang digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Untuk jenis 
perkara yang biasanya disidangkan dalam sidang keliling Pengadilan 
Agama Banjarnegara di kecamatan Wanayasa ini kebanyakan adalah istbat 
nikah, cerai talak dan cerai gugat.90 
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     Petugas pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama adalah 
berdasarkan pada surat tugas atau SK yang dibuat oleh Ketua Pengadilan 
Agama Banjarnegara yang kemudian untuk daftar petugas selain majelis 
hakim dan panitera pengganti akan diganti setiap minggunya, tetapi untuk 
majelis hakim pergantianya sesuai evaluasi, bisa sampai satu (1) tahun 
baru ada pergantian.91 Berikut surat tugas terbaru terkait dengan 
penunjukan petugas pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara Nomor W11-A5/2426/HK.05/IX/2020: 
a. Majelis Hakim (3 orang hakim) 
Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara  terdiri dari dari 3 (tiga) 
orang hakim yakni Bapak Drs. Muridi, M.H, Bapak Drs. H. Nangim, 
M.H, dan Bapak Drs. Bakir Fuadi. 
b. 1 orang Panitera Pengganti 
Panitera pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu Ibu Ayani, 
S.Ag. 
c. 1 orang jurusita merangkap sebagai admin 
Jurusita yang juga merangkap sebagai admin dari Pengadilan Agama 
Banjarnegara yaitu Bapak Surachman, A.md. 
     Adapun tata cara pendaftaran perkara pada sidang keliling di 
Pengadilan Agama Banjarnegara adalah disesuaikan dengan aturan tentang 
pedoman pelaksanaan sidang keliling, sebagai berikut: 
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a. Pendaftaran perkara dilakukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama 
Banjarnegara. Setelah tadi pencari keadilan mendapatkan informasi 
mengenai sidang keliling, masyarakat dapat datang langsung ke 
Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mendaftarakan perkara yang 
akan disidangkan pada sidang keliling; 
b. Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya 
di Pengadilan Agama Banjaregara, maka dapat mendaftarkan 
perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu 
sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan apabila kantor 
UPK Kecamatan Wanayasa telah mengumpulkan pencari keadilan yang 
ingin mendaftarkn perkaranya dan kemudian petugas mendaftarkan 
perkara meraka. 
c. Pencari keadilan juga dapat mendaftarkan perkaranya di tempat sidang 
keliling yang sedang berlangsung dan perkaranya akan disidangkan 
pada sidang keliling selanjutnya; 
d. Bagi pencari keadilan yang telah mndaftarkan perkaranya diwajibkan 
untuk membayar panjar biaya perkara. Pada sidang keliling ini, radius 
pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang 
keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang 
ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 





e. Setelah membayar panjar biaya perkara, pencari keadilan akan 
diberikan SKUM, yang kemudian akan dibawa pada saat proses 
persidangan pada sidang keliling; 
f. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan 
memanfaatkan teknologi informasi; 
g. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau 
dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 
internet banking; 
h. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, 
maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama 
Banjarnegara yang berada dilokasi sidang keliling. Pembayaran panjar 
biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau 
internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh 
kasir atau petugas yang ditunjuk. 
i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku 
ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010; 
j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman 
pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang 
diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. 
     Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti, 
jurusita/jurusita pengganti, dan Penetapan Hari Sidang (PHS) masing-
masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut 





MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 
tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama. 
     Penetapan Hari Sidang (PHS) ditetapkan oleh ketua majelis hakim 
sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang Penetapan Hari Sidang (PHS). 
Di Pengadilan Agama Banjarnegara sendiri untuk pelaksanaannya sudah 
terjadwal yakni dilakukan seminggu sekali tepatnya di hari selasa, untuk 
pemanggilan sidang  dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah 
ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. 
     Pada saat hari pelaksanaan sidang keliling para petugas yang telah 
ditetapkan sesuai dengan surat tugas atau SK Ketua Pengadilan Agama 
Banjarnegara berangkat ke lokasi sidang yakni di Kantor UPK Kecamatan 
Wanayasa. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim 
melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan hukum 
acara yang berlaku. Dan setelah selesai panitera pengganti yang mengikuti 
sidang segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan. 
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang 
Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
     Pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara yang 
sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini tentunya selalu 
berupaya untuk memberikan  pelayanan yang maksimal kepada 
masyarakat pencari keadilan yang memiliki hambatan baik itu jarak, 
transportasi maupun biaya sebagai bentuk perwujudan dari acces to justice 





Indonesia. Dalam  pelaksanaan suatu layanan tak terkecuali sidang keliling 
tentu saja memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaannya, begitupun di Pengadilan Agama Banjarnegara. 
      Faktor yang mendukung terlaksanannya sidang keliling adalah 
kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan pihak 
kantor Kecamatan Wanayasa yang telah menyediakan tempat yang 
memadai untuk pelaksanaan persidangan, kemudian  infrastruktur jalan 
menuju tempat pelaksanaan sidang keliling yang semakin lama semakin 
membaik meski jaraknya jauh dari kantor Pengadilan Agama 
Banjarnegara. Sedangkan faktor yang menghambat biasannya ada pada 
para pihak, yakni kurangnya pemahaman tentang tata cara beracara, 
contohnya sidang pada hari itu adalah pembuktian dengan membawa 
saksi-saksi, tapi nyatanya para pihak baik itu penggugat maupun tergugat 
tidak membawa saksi sehingga jadwal persidangan ditunda.92 
     Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 
mendukung dan menghambat pelayanan sidang keliling. Untuk faktor 
pendukung adalah  ketika pengajuan anggaran DIPA untuk  pelaksanaan 
sidang keliling itu terpenuhi untuk tahun anggaran pada saat itu, lalu 
pembaharuan teknologi dan komunikasi yang tentunya dapat 
mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling dari mulai pendaftaran 
perkara hingga putus. Untuk faktor penghambatnya antara lain adalah 
ketika tidak terpenuhunnya pengajuan anggaran pada tahun anggaran itu 
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maka sidang keliling tidak bisa dilaksanakan, kemudian  masih kurangnya 
SDM di Pengadilan Agama Banjarnegara, contohnya adalah  kurangnya 
panitera pengganti sebagai salah satu petugas pelayanan sidang keliling.93 
     Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan 
beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 
layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai 
berikut: 
a. Faktor pendukung 
1) Kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan 
pihak Kecamatan Wanayasa terkait sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan; 
2) Semakin membaiknya infrastruktur jalan menuju kantor UPK 
Kecamatan Wanayasa; 
3) Anggaran DIPA yang tercukupi, sehingga pelaksanaan layanan 
sidang keliling bisa tetap berjalan; 
4) Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi sehingga mempercepat pelayanan perkara sidang 
keliling. 
b. Faktor penghambat 
1) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang hal-hal yang harus 
dipersiapkan saat mengikuti persidangan, meskipun sudah 
diberitahukan sebelumnya saat pendaftaran perkara; 
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2) Kekurangan SDM sehingga saat pelaksanaan sidang keliling tak 
jarang para petugas merangkap pekerjaan yang lain; 
3) Ketika tidak terpenuhinnya pengajuan anggaran DIPA maka 






PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA 
SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING PENGADILAN 
AGAMA BANJARNEGARA 
A.  Pelaksanaan Mediasi Dalam Sidang Keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara 
     Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu bagian dari Lembaga 
Peradilan yang berusaha mewujudkan acces to justice khususnya bagi 
masyarakat pada wilayah yuridiksinya adalah dengan melaksanakan layanan 
sidang keliling yang diharapkan mampu membantu masyarakat pencari 
keadilan yang memiliki hambatan baik itu jarak, transportasi, maupun biaya. 
     Layanan sidang keliling yang dilaksanakan pada hakikatnya dalam proses 
beracara sama dengan hukum beracara yang berlaku di dalam pengadilan, 
maka tidak jarang sidang keliling ini disebut juga dengan istilah sidang di luar 
gedung pengadilan, yang mana hanya tempat pelaksanaan sidangnya saja yang 
berbeda lokasi, tapi hakikat proses persidangannya adalah sama saja mulai dari 
agenda persidangan pertama sampai putusan, termasuk juga proses mediasi 
terhadap perkara-perkara yang memang diwajibkan untuk menempuh 
mediasi.94 
     Sebagaimana diketahui, bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. 
Akan tetapi, dalam konteks mediasi di pengadilan, sifatnya adalah wajib 
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sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam 
penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan harus terlebih 
dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perundingan dengan bantuan pihak 
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang disebut dengan mediator. 
     Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan proses mediasi 
khususnya terkait dengan penunjukan mediator ditentukan oleh Surat 
Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama terkait penunjukan hakim mediator, 
dan utuk SK yang terbaru adalah Nomor W11-05/2434/HK.5/IX/2020 yang 
memuat nama-nama hakim mediator beserta jadwal memediasinya. Adapun 
daftar nama mediator di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai 
berikut: 
a. DR. H. Ichwan Qomari, Drs, M. Ag. 
b. Drs. Bakir Fuadi 
c. Drs. H. Nangim, M. H. 
d. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. 
e. Drs. Muridi, M. H. 
f. Dra. Hj. Siti Syamsiyah 
g. Drs. H. Ruswanto S., M.S.I. 
h. Drs. H. Mutawali, S.H, M. H. 
     Penunjukan hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarnegara untuk 
keseluruhan adalah berasal dari hakim, dimana hakim yang ada di Pengadilan 




dengan  keputusan dari Ketua Pengadilan yang mana juga mempertimbangkan 
berbagai hal dan juga berdasarkan pada evaluasi dari SK penunjukan mediator 
yang sebelumnya, dan untuk keseluruhan hakim yang ada di Pengadilan 
Agama Banjarnegara itu belum ada yang memiliki sertifikat mediator, namun 
sudah ada beberapa hakim yang mengikuti seminar yang ada kaitannya dengan 
penyelesaian sengketa.95 
    Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi juga 
telah mengatur jenis-jenis perkara yang wajib menempuh proses mediasi yakni 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan yakni semua sengketa 
perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas 
putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak 
ketiga (darden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali 
ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. 
     Dalam melaksanakan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara 
menggunakan aturan yakni sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda 
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
tentang Pedoman Pelayanan Sidang keliling sebagai dasar hukum 
pelaksanaannya, mulai dari persiapan sampai teknis pelaksanaan. Seperti yang 
diketahui, perkara yang dapat diselesaikan dalam layanan sidang keliling juga 
telah ditentukan dalam aturan ini seperti itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, 
hak asuh anak dan penetapan ahli waris. Melihat hal tersebut, sebagaimana 
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teknis pelaksanaan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku, maka untuk 
perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang telah terdaftar 
dalam register perkara yang sidangnya dilakukan di luar gedung pengadilan 
atau sidang keliling juga dilakukan proses mediasi.  
     Menurut Bapak Drs. H. Nangim, M.H. selaku Ketua Koordinator Pelaksana 
Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara menjelaskan bahwa proses 
mediasi dalam layanan sidang keliling hakikatnya sama, dimana keunikan 
mediasi litigasi atau di pengadilan adalah perkara baru akan di mediasi ketika 
telah terdaftar dalam daftar register perkara di Pengadilan Agama. Perkara 
yang sering disidangkan dalam layanan sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara juga kebanyakan adalah perkara perceraian, baik itu cerai gugat 
atau cerai talak. Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan pihak 
penggugat dan tergugat atau termohon dan termohon sama-sama hadir maka 
akan dilakukan proses mediasi, namun apabila pihak tergugat atau termohon 
tidak hadir, maka sidang akan ditunda untuk pemanggilan kedua kali. 
     Sebagaimana prosedur pelaksanaan mediasi maka kedua pihak yang hadir 
akan diarahkan oleh hakim ketua untuk menempuh proses mediasi, untuk 
mediator dalam sidang keliling biasannya adalah salah satu dari hakim 
pemeriksa perkara pada saat itu atau yang ditunjuk oleh hakim ketua yang 
memimpin sidang perkara tersebut, hal ini tentunya disesuaikan dengan surat 
tugas atau SK yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 
terkait dengan petugas-petugas yang akan melaksanakan layanan sidang 




tentang pengertian dan manfaat mediasi dan juga akan menjelaskan 
bahwasannya para pihak dapat memilih mediator dari luar pengadilan yang 
mana untuk biaya yang mungkin timbul nantinya adalah ditanggung oleh para 
pihak. Namun menurut Bapak Drs. H. Nangim, M.H., kebanyakan pihak 
berperkara akan memilih mediator yang telah ditetapkan oleh pengadilan, 
dimana hal ini dinilai juga sangat membantu meringankan karena tidak 
mengeluarkan biaya kembali atau gratis. Selanjutnya pada hari sidang itu juga 
akan dilakukan proses mediasi dengan menggunakan tempat yang juga telah 
disediakan oleh pihak kantor UPK Kecamatan Wanayasa dimana tempat 
sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara itu dilaksanakan. 
     Mediator di dalam menjalankan tugasnya juga mengikuti prosedur mediasi 
seperti menjelaskan pengertian dan manfaat mediasi dan pentingnya iktikad 
baik dari para pihak. Pelaksanaan mediasi yang telah ditetapkan mediatornya 
maka dilaksanakan pada hari itu juga, dimana para pihak dibantu mediator 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi, namun tak jarang juga proses 
mediasi itu berjalan sulit, karena memang para pihak sudah bertekad untuk 
berpisah, kalau sudah begini biasanya mediator akan mengikuti kemauan dari 
para pihak berperkara meskipun sebelumnya tidak lupa juga tetap berusaha 
untuk menjadi penengah dan memberikan saran-sarannya. Ditengah proses 
mediasi tak jarang juga dilakukan kaukus, namun hal ini sifatnya kondisional 
sesuai dengan seberapa dalam masalah yang dihadapi para pihak yang 
berperkara. Setelah proses mediasi dilaksanakan, maka mediator wajib 




dilaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara tersebut, dan untuk 
mediasi pada layanan sidang keliling biasanya selesai dalam waktu sehari itu 
juga.96 
     Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Nangim, M.H., 
penulis dapat mengetahui proses mediasi yang biasanya dilakukan pada sidang 
keliling Pengadilan Agama Banjarnegara yang termasuk dalam sidang keliling 
tetap yang dilakukan sejak tahun 2013 yang dilaksanakan di UPK Kecamatan 
Wanayasa, dimana mediasi tetap dijalankan sebagaimana hukum acara yang 
berlaku ketika pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon 
sama-sama hadir pada sidang pertama. Prosedur pelaksanaanya juga sudah 
dilakukan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, hanya  
saja menurut penulis dalam pelaksanaan mediasi, peran dan fungsi mediator 
belum bisa dikatakan optimal dimana mediator biasanya hanya mengikuti alur 
keinginan dari para pihak berperkara dengan mengesampingkan esensi dari 
proses mediasi itu sendiri. Kemudian terkait persiapan dan juga pelaksanaan 
sidang sebagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama 
Banjarnegara yakni Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan 
Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman 
Pelayanan Sidang keliling untuk petugas pokoknya memang sudah sesuai, akan 
tetapi ada hal yang nampaknya belum sesuai yakni tentang petugas lain yang 
wajib dibawa khususnya dalam perkara yang wajib menempuh mediasi yakni 
seorang mediator, dimana berdasarkan aturan ini terkait prosedur mediasi juga 
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berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana pada sidang 
keliling Pengadilan Agama Banjarnegara pemilihan mediatornya berasal dari 
salah satu hakim pemeriksa perkara yang menangani perkara tersebut. 
Selanjutnya, terkait tahapan proses mediasi belum begitu sesuai dengan yang 
ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dimana mediasi pada sidang keliling ini dilaksanakan secara 
kondisional pada tiap tahapanya, seperti halnya tenggang waktu penyerahan 
resume perkara dari para pihak itu tidak ada, jadi mediator langsung 
mendengarkan duduk perkara dari para pihak yang bersengketa. 
B. Analisis Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai 
Mediator Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 
     PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
menjelaskan ketentuan tentang mediator yakni dalam Pasal 3 ayat (5) bahwa 
Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa 
perkara yang memutus, kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) dijelaskan juga 
bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh 
setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator 
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga yang telah 
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, kemudian ada pengecualian 
pada Pasal 13 ayat (2) yakni berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, 
hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak 




     Hal lain yang tidak kalah penting dalam proses mediasi adalah kemampuan 
dari seorang mediator dalam menjalankan peran dan fungsinya, karena hal ini 
dapat mempengaruhi proses mediasi agar dapat dijalankan sesuai dengan 
aturan yang telah ditentukan. Mediator dalam hal ini perlu memahami esensi 
dan menekankan prinsip bahwa mediasi bukan hanya untuk memenuhi syarat 
legalitas formal semata, akan tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh 
yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. 
    Selanjutnya, ketentuan proses mediasi khususnya terkait mediator juga 
berlaku sama pada layanan sidang keliling, yang mana pada hakikatnya proses 
beracara yang dilakukan adalah sama seperti hukum acara yang berlaku pada 
sidang yang di laksanakan di kantor pengadilan. Hal ini juga selaras dengan 
dasar pedoman sidang keliling yakni SK-TUADA No. 1 Tahun 2013 yang 
didalamnya juga menjelaskan tentang petugas pelaksana layanan sidang 
keliling, dimana untuk kasus-kasus tertentu yang diwajibkan untuk menempuh 
mediasi maka otomatis mengikutsertakan mediator. 
     Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penulis  dalam hal ini 
menemukan fakta bahwa pada Pengadilan Agama Banjarnegara dalam proses 
mediasi terhadap kasus yang memang wajib dilakukan mediasi untuk 
mediatornya berasal dari hakim pemeriksa perkara yang juga menangani kasus 
tersebut, padahal di Pengadilan Agama Banjarnegara sebagaimana Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan yang terbaru adalah Nomor W11-
05/2434/HK.5/IX/2020 telah mencantumkan nama-nama mediator yang 




dilaksanakan sidang keliling itu mengikutkan seorang mediator guna antisipasi 
apabila ada perkara dengan agenda sidang pertama dimana pihak penggugat 
dan tergugat atau pemohon dan termohon hadir pada sidang tersebut. Namun 
menurut Bapak Drs. H. Nangim, M.H., memang pada setiap sidang keliling 
dimana pelaksanaanya itu sesuai dengan surat tugas atau SK dari Ketua 
Pengadilan itu tidak pernah mencantumkan nama mediator meskipun bisa jadi 
pada hari itu ada perkara yang memang wajib untuk di mediasi. 
     Berdasarkan uraian tersebut, penulis dalam hal ini akan menganalisis 
problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai hakim mediator 
dalam pelaksanaan layanan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara di 
kantor UPK Kecamatan Wanayasa berdasarkan pendapat dari narasumber yang 
sudah diwawancarai, adapun pendapatnya adalah sebagai berikut: 
1. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I., berpendapat bahwa “problematika kenapa 
mediator pada sidang keliling itu dipilih dari salah satu hakim pemeriksa 
perkara karena sifatnya kondisional saja, soalnya memang untuk dana 
anggarannya itu memang minim sekali, padahal kalau bisa dilaksanakan 
sebenernya itu di Banjarnegara masih banyak daerah yang cukup sulit 
dijangkau dan jauh dari gedung pengadilan, tapi lagi-lagi ini kendalannya 
pada dana. Jadi untuk pelaksanaan sidang keliling itu yang di berangkatkan 
petugas inti yakni ada majelis hakim, panitera pengganti, dan satu lagi 
bagian administrasi. Terkait pelaksanaan mediasi di sidang keliling itu 
sebenernya ya kita memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan, 




gedung pengadilan ya nanti tujuan dari diadakannya sidang kelilng itu 
ngga tercapai, dan juga ngga mungkin kalo mengorbankan banyaknya 
perkara yang sidang pada hari selasa di gedung pengadilan yang tentunya 
jumlah agenda mediasinya lebih banyak daripada yang di sidang keliling 
harus dikorbankan. Selain masalah minimnya dana juga tentang sertifikasi 
mediator di Pengadilan Agama Banjarnegara yang keseluruhan hakimnya 
belum ada yang bersertifikat, namun hal ini ngga boleh dijadikan alasan 
penundaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, meskipun 
hakikatnya tugas sebagai hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dan 
mediator itu berbeda, tatapi berbekal pengalaman dimungkinkan juga para 
hakim sudah terbiasa untuk memediasi”.97 
2. Bapak Drs. Bakir Fuadi, berpendapat bahwa “berbicara tentang mediator 
dalam sidang keliling yang dilakukan di kantor UPK Kecamatan Wanayasa 
memang terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, dimana 
memang untuk mediatornya itu dari salah satu hakim pemeriksa perkara, 
padahal kan Pengadilan Agama Banjarnegara sejatinya punya daftar 
mediator.perlu dipahami bahwa sidang keliling itu berjalan karena adanya 
dana DIPA, nah dana ini dianggarkan untuk satu tahun anggaran, dan itu 
diatur oleh bagian kesekretariatan terkait pembagiannya dan untuk surat 
tugasnya sendiri adalah sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan, dan 
perlu dipahami juga memang dana pelayanan ini sangat minim sekali, jadi 
biasanya memang tidak pernah membawa mediator yang bukan hakim 
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pemeriksa perkara, dalam hal ini tugas salah satu hakim jadi merangkap, 
ya jadi hakim dan juga mediator, makanya dalam hal ini juga ada sedikit 
kendala terkait pencapaian dari mediasi itu sendiri dimana mediator itu 
bisa dikatakan belum begitu maksimal dalam menjalankan perannya itu ya,  
apalagi para pihak yang bersengketa biasanya memang sudah bersepakat 
untuk berpisah (dalam hal ini adalah kasus perceraian) jadi ya hakim 
mediator yang ada hanya berupaya untuk mendamaikan tapi untuk 
kebanyakan kasus itu jarang yang bisa berakhir damai begitu. Selain 
problem dana juga memang di Pengadilan Agama Banjarnegara itu dari 11 
hakim yang ada belum ada yang memiliki sertifikat mediator, juga perkara 
sidang keliling kan tidak setiap dilaksanakan itu ada perkara yang perlu 
dimediasi, jadi sifatnya kondisional saja. Kalau hal ini menuntut para pihak 
untuk datang ke pengadilan, tentunya tujuan-tujuan dari diadakannya 
sidang keliling malah tidak terpenuhi”.98 
3. Bapak Drs. Nangim, M.H. berpendapat bahwa “terkait penunjukan hakim 
pemeriksa perkara sebagai mediator pada dasarnya itu ngga masalah, 
selagi memang itu tidak membuat suatu putusan nantinya batal demi 
hukum, tapi memang jika berpandangan sesuai peraturan itu tidak boleh 
karena memang sudah ada daftar mediator resmi dan juga terjadwal setiap 
harinya. Sidang di gedung pengadilan kan setiap harinya ada 3 (tiga) 
majelis sidang dimana yang 2 (dua) majelis itu untuk kasus persengketaan 
dan yang 1 (satu) itu untuk dispensasi kawin, otomatis akan ada mediator 
                                                                





pada setiap majelis sidang yang ada, bahkan biasanya ada yang 
merangkap. Bisa dibayangkan ketika pada hari yang sama saat sidang 
keliling menyertakan mediator, maka perkara yang disidangkan di 
pengadilan akan terhambat penyelesaiannya dimana dalam setiap harinya 
kurang lebih itu ada 50 bahkan bisa lebih perkara yang disidangkan. Lagi 
pula mediasi dalam sidang keliling itu kan tidak selalu ada di setiap 
minggunnya, jadi ketika memang pada saat itu ada akan dimediatori oleh 
salah satu dari hakim pemeriksa perkara. Dan mungkin yang menjadi 
problem di Pengadilan Agama Banjarnegara semua hakim belum ada yang 
bersertifikat, jadi dalam memediasi semua hakim itu mengandalkan 
kemampuan dan kompetensi yang ada pada dirinya untuk memediasi suatu 
perkara, padahal kalau sesuai ketentuan itu namanya sertifikat sebagai 
bukti bahwa seorang mediator itu berkompeten untuk menangani suatu 
perkara”. 
4. Bapak Drs. H. Ruswanto S., M.S.I. berpendapat bahwa “mediasi di layanan 
sidang keliling itu kan memang sifatnya kondisional, ngga setiap 
minggunnya itu ada. Terkait problem itu malah lebih ke SDM yng dimiliki 
oleh Pengadilan Agama Banjarnegara karena masih minim, terlebih untuk 
Pengadilan Agama kelas 1A seperti di Banjarnegara ini yang setiap 
harinya perkara yang disidangkan itu bisa sampai 60 perkara yang 
diselesaikan di gedung pengadilan, belum lagi kalau selasa ditambah 
sengan layanan sidang keliling. Sudah bisa dibayangkan kalau pada hari 




bukan dari hakim pemeriksa perkara, maka banyak kasus di pengadilan 
yang juga memerlukan mediasi akan terhambat. Menurut saya itu ya lebih 
baik mengorbankan satu sampai dua perkara yang membutuhkan mediasi 
pada pelayanan sidang keliling daripada harus mengorbankan pelaksanaan 
mediasi di gedung pengadilan yang perkaranya pasti tambah banyak, 
tentunya, dan memang untuk Pengadilan Agama Banjarnegara ini sendiri 
belum memiliki hakim yang bersertifikat sehingga penyelesaiannya pun 
sesuai kemampuan yang didasarkan pada pengalaman kebiasaan 
memediasi yang sudah lama ditangan, dimana setiap tahapan mediasi 
diusahakan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ada, tapi demi 
mempersingkat waktu juga terkadang ada beberapa yang tidak dilakukan 
sepanjang tidak membuat batal demi hukum, terlebih para pihak itu 
biasanya sudah mantap untuk berpisah seperti itu, jadi mediator tetap 
berusaha mendamaika, hanya saja hasilnya kan dikembalikan pada para 
pihak yang bersengketa itu.. Selain masalah keterbatasan SDM yang ada 
juga ada problem mendasar yakni terkait anggaran dari sidang keliling itu 
sendiri yang memang masih minim, sehingga kalau mau berjalan sesuai 
dengan legal formalnya, maka pasti perkara akan menumpuk dan malah 
mengacaukan”. 99 
5. Bapak Drs. H. Moh. Nursalim, M.H., berpendapat bahwa “pada hakikatnya 
mediator itu bukan bagian dari majelis hakim yang menangani suatu 
perkara. Tapi memang untuk pelayanan sidang keliling di Wanayasa itu 
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pakainya mediator yang dari hakim pemeriksa perkara juga, hal ini bukan 
tanpa sebab, karena sidang di dalam gedung yang dilaksanakan pada hari 
yang sama juga ada 3 (tiga) majelis sidang dan tentunya mediator yang 
sesuai dengan jadwal bertugas pada hari itu. Perkara di sidang keliling itu 
kan ngga setiap minggunnya ada proses mediasi, dan petugas yang 
berangkat juga itu sudah sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan, yang 
mana untuk pendanaan itu diatur oleh kesekretariatan yang ada, petugas 
tinggal menjalankan. Jadi bisa dikatakan untuk dana anggarannya itu 
masih kurang, kalau mau setiap kali sidang keliling itu bawa mediator yang 
bukan dari hakim, dan kalau memang mau membawa itu SDM kita yang 
masih kurang. Terkait sertifikasi mediator sendiri memang seluruh hakim 
yang ada itu belum bersertifikat ya, makanya dianggap sama saja seluruh 
hakim bisa memediasi berdasarkan dengan kemampuannya itu, dan setiap 
hakim juga punya ciri khas masing-masing setiap memediasi”.100 
     Sebagaimana pendapat dari narasumber diatas, penulis dalam hal ini dapat 
mengetahui beberapa problematika yang melatarbelakangi ditunjuknya hakim 
pemeriksa sebagai mediator dalam sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara, yaitu: 
     Pertama, belum optimalnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran) secara keseluruhan untuk pelaksanaan layanan sidang keliling 
dalam satu tahun anggaran, sehingga petugas yang diikutkan sesuai ketentuan 
pedoman sidang keliling adalah petugas pokoknya saja, dan untuk mediatornya 
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dipilihkan dari salah satu hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh hakim 
ketua yang memimpin majelis.  
     Kedua, keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama 
Banjarnegara khususnya dalam hal ini adalah hakim, dimana sudah jelas untuk 
setiap hari kerja ada 3 (tiga) majelis sidang di gedung pengadilan dan ditambah 
1 (satu) majelis sidang lagi pada layanan sidang keliling, dan sisanya adalah 
hakim yang memang sesuai jadwal bertugas sebagai mediator di gedung 
pengadilan. Sehingga tidak memungkinkan juga untuk membawa hakim 
mediator khusus yang bukan dari hakim pemeriksa perkara ke lokasi sidang 
keliling. 
     Ketiga, problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai 
mediator dalam proses mediasi pada sidang keliling ini adalah tidak 
maksimalnya pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai aturan yang ada. 
Hal ini tergambar dari hasil wawacara dimana hakim mediator dalam proses 
mediasinya kurang dapat mengembangkan kemampuan personalnya dan 
menjalankan perannya sesuai esensi tujuan mediasi itu sendiri, bisa jadi hal ini 
terjadi karena beban tugas utamanya sebagai seorang hakim ditambah lagi 
dengan tugas menjadi mediator, sebagaimana yang diketahui bahwa sifat 
hakim itu memutus sedangkan mediator memiliki prinsip utama yakni 
netralitas. 
     Keempat, bahwa keseluruhan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang 
berjumlah 11 orang belum ada yang memiliki sertifikat mediator, sehingga 




mengandalkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh individu 
masing-masing dalam memediasi suatu perkara. Dalam hal pelaksanaan sidang 
keliling tentunya ketiadaan mediator yang bukan dari hakim pemeriksa perkara 
dan belum bersertifikat ini tidak boleh menjadi alasan bagi pengadilan untuk 
tidak melaksanakan mediasi apalagi sampai memberatkan pihak berperkara 
untuk datang ke pengadilan guna melaksanakan mediasi dengan mediator yang 
bertugas pada hari itu di gedung pengadilan, karena tentunya hal ini tidak 
mencerminkan asas cepat sederhana dan biaya ringan, serta perwujudan secara 
maksimal dari tujuan sidang keliling itu sendiri. 
C. Analisis Solusi Terhadap Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa 
Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara  
     Kenyataan yang terjadi dilapangan terkait penunjukan hakim pemeriksa 
perkara sebagai mediator pada layanan sidang keliling memang memiliki 
beberapa problem-problem seperti yang sudah disampaikan dalam pembahasan 
sebelumnya. Untuk mengatasi problem-problem yang ada tentunya dibutuhkan 
solusi untuk menguraikanya, dan berikut penulis akan menganalisis solusi 
berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada para 
narasumber, adapun pendapat narasumber adalah sebagai berikut: 
     Pertama, tentang belum optimalnya dana DIPA untuk pelaksanaan layanan 
sidang keliling, Bapak Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I selaku Ketua 
Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat “untuk problem anggaran dalam 




dari Mahkamah Agung sendiri sebagai badan atau lembaga yang berwenang, 
karena ibaratnya pengadilan itu tinggal menjalankan saja, dari anggaran yang 
ada kita coba optimalkan. Kembali lagi pada masalah penunjukan hakim 
pemeriksa perkara sebagai mediator bila mana perkaranya putus kemudian 
dinilai oleh Mahkamah Agung hal ini membuat putusan batal demi hukum, 
maka sebelum itu Mahkamah Agung pasti juga akan melakukan pengkajian 
mengapa hal ini bisa terjadi. Kalau boleh digambarkan sebenarnya kalau bisa 
sidang keliling untuk di wilayah Banjarnegara itu ditambah, tidak hanya di 
Wanayasa, karena banyak daerah di Banjarnegara yang aksesnya jauh dari 
gedung pengadilan, tapi apa boleh buat, anggaran yang ada memang baru 
bisa dilaksanakan untuk satu wilayah saja yaitu di Kecamatan Wanayasa, dan 
itupun belum bisa optimal. Jadi harapan saya di pengadilan ini kedepan ada 
evaluasi dari Mahkamah Agung mungkin untuk penambahan anggaran 
khususnya dalam layanan sida ng keliling agar pelayanannya juga semakin 
optimal dan merata kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah 
Kabupaten Banjarnegara”.101 
     Kedua, tentang keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama 
Banjarnegara khususnya dalam hal ini adalah hakim, berikut pendapat dari 
narasumber: 
     Bapak Drs. Nangim, M.H. berpendapat bahwa“ sebenarnya keterbatasan 
SDM di pengadilan ini khususnya untuk hakim karena memang kasus untuk 
kelas 1A seperti PA Banjarnegara ini kan memang banyak sehari bisa 50 
                                                                
       101 Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I., Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 




sampai 60  perkara yang disidangkan, jadi ngga mungkin kalau dilakukan 
hanya dengan 1 (satu) majelis sidang saja, kemudian belum lama ini juga ada 
aturan baru untuk sidang kasus dispensasi kawin itu majelisnya dipisah, 
kemudian ditambah lagi untuk majelis sidang keliling pada hari selasa. Solusi 
untuk hal ini adalah selalu menjaga profesionalitas dan kerja keras dari para 
hakim, terkhusus yang bertugas sebagai mediator itu memang memiliki bekal 
mungkin dari membaca buku atau pengalaman memediasi yang sudah cukup 
lama dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat 
yang mencari keadilan, bahkan hampir setiap hari hakim itu pada lembur 
untuk menyelesaikan kerjaan dan untuk setiap perkara yang putus itu kan 
harus di upload pada hari itu juga ke Mahkamah Agung, jadi para hakim 
memang perlu dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban yang 
ada”.102 
      Kemudian Bapak Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I juga berpendapat 
“keterbatasan SDM yang ada tidak boleh menjadi penghalang untuk 
mewujudkan visi dan misi dari pengadilan ini sendiri, salah satu yang bisa 
dilakukan adalah evaluasi secara berkala minimal itu 2 (dua) bulan sekali 
untuk semua pegawai yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing secara 
maksimal, tidak terkecuali hakim yang dalam hal ini juga merangkap sebagai 
mediator, tentunya hal ini bisa dikatakan tugas yang berbeda, disini juga 
memerlukan dedikasi yang tinggi dari para hakim khususnya jangan sampai 
menganggap bahwa tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung 
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jawab yang memberatkan atau sampai merugikan. Dalam hal ini saya selaku 
pemimpin berkewajiban juga untuk selalu memberikan contoh yang baik 
sekaligus memberi semangat kepada semua pegawai untuk selalu menjunjung 
nilai-nilai integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari 
keadilan”.103 
     Ketiga, tentang problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai 
mediator dalam proses mediasi pada sidang keliling ini adalah mediatornya 
belum bisa memaksimalkan pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai 
aturan yang ada; 
     Bapak Drs. H. M. Badawi, S.H, M.S.I, berpendapat “tarkait peran dan 
fungsi dapat dijalankan dengan maksimal atau tidak ini kan sifatnya individual 
masing-masing hakim ya, seperti yang kita tahu memang untuk di Pengadilan 
Agama Banjarnegara ini jumlah kasusnya banyak, majelis sidangnya juga 
banyak kemudian ditambah sidang keliling, beban hakim saja disini sudah 
banyak disini untuk menyelesaikan perkara yang ada, apalagi yang 
ketambahan tugas menjadi mediator khususnya dalam sidang keliling tentunya 
mau tidak mau juga bebannya bertambah. Seperti yang dipahami juga bahwa 
hakim dan mediasi itu kan punya sifat yang beda, satu bersifat memutus yang 
satu bersifat netral, kemudian keberhasilan mediasi itu tergantung dari 
kemampuan para mediator, tidak melulu yang bersertifikat itu lebih baik 
begitupun sebaliknya. jadi menurut saya ini jadi sesuatu yang menarik 
sekaligus tantangan untuk saya sendiri sebagai pimpinan disini dan juga para 
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hakim yang ada untuk mengoptimalkan pelayanan dan juga pengaplikasian 
peran dan fungsi mediasi sesuai peraturan yang ada, hal ini nantinya bisa 
diupayakan dengan evaluasi yang juga dilakukan secara berkala, termasuk 
dalam hal ini tingkat keberhasilan mediasi yang mungkin juga dipengaruhi 
oleh peran dan fungsi mediator yang dijalankan dapat lebih dioptimalkan”. 
     Keempat, tentang belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator di 
Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga seluruh hakim dinilai dapat 
mengambil peran untuk memediasi; 
     Bapak Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I, berpendapat “ kewajiban untuk 
memiliki sertifikasi sebagai mediator ini tidak berlaku secara mutlak bagi 
hakim. Namun alangkah lebih baiknya begitu kalau punya sertifikat mediator, 
hakim lebih bisa dinilai berkompeten dalam memediasi perkara sesuai 
kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi hal ini tidak boleh mempengaruhi 
jalananya proses beracara yang ada, apalagi pada layanan sidang keliling, 
kalau mengharuskan sesuai aturan yang ada tentunya kasian juga para pihak 
berperkara harus datang ke gedung pengadilan untuk dimediasi oleh hakim 
yang bukan pemeriksa perkara, justru menurut hal ini malah tidak sesuai 
dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan kemudian juga tujuan dari 
sidang keliling itu sendiri tidak bisa terwujud. Bisa dikatakan hal ini adalah 
untuk mencapai kemaslahatan bersama dengan tanpa membatalkan putusan 
demi hukum nantinya ya sah-sah saja jika mediator yang memediasi pada 
layanan sidang keliling adalah berasal dari hakim pemeriksa perkara”.104 
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     Bapak Drs. H. Ruswanto S.,M.S.I., berpendapat ”solusi ketiadaan 
sertifikasi ini ya dengan lebih banyak membaca buku ataupun memang 
berdasarkan pengalaman dari masing-masing hakim yang ada, karena 
memang di PA Banjarnegara sendiri hampir seluruh hakim itu sudah bertugas 
lebih dari 20 tahun dan tentunya semuanya juga sudah menikah  dan 
berpengalaman dalam berumah tangga, jadi untuk memediasi suatu perkara 
dalam hal ini adalah perceraian kami sudah memiliki kompetensi, tinggal 
bagaimana kami menempatkan diri ini sebenarnya kita harus memahami tugas 
saat menjadi hakim dan saat bertugas menjadi mediator, karena memang pada 
dasarnya tugas hakim dan mediator itu kan berbeda, sehingga dalam hal ini 
kode etik sebagai hakim tetap terlaksana dan terjaga sekaligus dapat 
memposisikan diri sebagai mediator sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku”.105 
     Bapak Drs. H. Moh. Nursalim, M.H, berpendapat “mengingat kembali 
bahwa keseluruhan hakim yang ada tidak ada yang memiliki sertifikat 
mediator, maka sebenarnya semua hakim bisa dikatakan dan berhak jadi 
mediator terlepas dari SK ketua pengadilan yang telah ditentukan. Proses 
hukum beracara harus tetap dijalanankan meski tidak ada hakim bersertifikat 
mediator. Adapun ketika nantinya Mahkamah Agung menghendaki adanya 
kewajiban yang menuntut, itupun pasti berkala mengingat jumlah hakim di 
seluruh Indonesia kan banyak, dan untuk saat ini yang bisa dioptimalkan 
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adalah dengan mungkin membaca buku-buku yang kaitanya dengan mediasi 
ataupun mengikuti seminar pelatihan mediator seperti itu”.106 
     Sebagaimana pendapat dari narasumber diatas, penulis dalam hal ini dapat 
mengetahui beberapa solusi untuk mengatasi problem-problem yang ada. 
Adapun solusinya adalah sebagai berikut: 
     Pertama, terkait dengan minimnya dana DIPA khususnya untuk anggaran 
pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara solusi yang 
bisa dilakukan salah satunya adalah evaluasi oleh Mahkamah Agung sebagai 
lembaga yang memang berwenang, dengan melakukan evaluasi secara berkala 
diharapkan Mahkamah Agung dapat membuat kebijakan sesuai kondisi yang 
ada di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara supaya 
pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal, salah satu yang diharapkan adalah 
pengoptimalan dana DIPA khususnya anggaran untuk pelaksanaan sidang 
keliling, sehingga harapan kedepan dalam perwujudan acces to justice pada 
wilayah Banjarnegara bisa lebih optimal dengan pelaksanaan sidang keliling 
tidak hanya di Kecamatan Wanayasa. 
     Kedua, terkait keterbatasan SDM yang ada di Pengadilan Agama 
Banjarnegara khususnya dalam hal ini adalah hakim, solusi yang bisa 
dilakukan adalah selalu menjaga profesiaonalitas dan integritas sebagai hakim 
dalam menjalankan tugasnya apalagi dengan tambahan tugas lain yakni 
menjadi seorang mediator, selain itu juga dengan melakukan evalusi secara 
berkala terkait pelayanan dan kinerja pegawai sesuai tugasnya masing-masing 
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agar tetap bisa melayani masyarakat pencari keadilan sebagaimana visi dan 
misi yang ada. 
     Ketiga, proses mediasi pada sidang keliling ini adalah mediatornya belum 
bisa memaksimalkan pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai aturan yang 
ada, solusi yang dapat lakukan adalah dengan melakukan evaluasi secara 
berkala untuk lebih mengembangkan kemampuan mediator yang mana dalam 
hal ini adalah mediator yang berasal dari hakim pemeriksa perkara dalam 
layanan sidang keliling, karena permasalahan seperti ini sifatnya adalah 
individual atau personalitas diri masing-masing hakim yang memediasi. 
     Kempat, terkait belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator di 
Pengadilan Agama Banjarnegara, solusi yang dapat dilakukan adalah para 
hakim berinisiatif sendiri untuk membaca buku atau referensi lain tentang 
mediasi, kemudian juga dengan mengikuti seminar-seminar tentang mediasi, 
selain itu memang keseluruhan hakim yang ada di Pengadilan Agama 
Banjarnegara baik yang sekarang terdaftar sebagai mediator sesuai SK ketua 
pengadilan maupun yang tidak  sudah bertugas lebih dari 20 (dua puluh) tahun 
sehingga pengalaman memediasi juga sudah cukup memumpuni, meskipun 
memang belum memiliki sertifikat. Adapun ketika suatu saat Mahkamah 
Agung mengeluarkan kebijakan bahwa putusan terkait penunjukan hakim 
pemeriksa perkara sebagai mediator adalah menyalahi atau dinyatakan batal 





      Hemat penulis, pelaksanaan mediasi memang wajib dilaksanakan dan 
termasuk ke dalam susunan hukum beracara yang apabila tidak dilaksanaakan 
maka melanggar peraturan yang berlaku. Terlepas dari berbagai problem yang 
ada, nyatanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan 
bahwa “Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim 
pemeriksa perkara yang memutus” dan Pasal 13 ayat (1)  dan (2) tentang 
sertifikasi mediator memang belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh 
Pengadilan Agama Banjarnegara. Selain itu SK-TUADA Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Sidang Keliling dalam hal ini adalah tentang petugas 
pelaksana layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara juga 
belum bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada dengan membawa 
mediator ke kantor UPK Kecamatan Wanayasa sebagai tempat 
dilaksanakannya layanan sidang keliling. Hal ini merupakan bentuk 
keleluasaan dan kondisional sesuai fakta yang ada, dimana ketika akan 
berpegang teguh pada peraturan yang ada maka perwujudan asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Namun demikian, asas sederhana, 
cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di 
pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari 
kebenaran dan keadilan.  
     Selanjutnya, terkait proses jalanya mediasi pada sidang keliling ini 
sebagaimana yang diketahui dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi ini sifatnya wajib dilakukan 




pada agenda sidang pertama apabila para pihak bersengketa sama-sama hadir. 
Mediasi memiliki tujuan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa di 
antara mereka dengan cara perdamaian. Tak dipungkiri memang kedudukan 
mediator dalam proses mediasi sangatlah penting salah satunya adalah memacu 
pihak untuk bisa menemukan penyelesaian secara damai tanpa adanya 
intervensi terhadap kesepakatan yang dikehendaki. Dari hasil wawancara yang 
dilakukan penulis dengan narasumber, penulis menemukan fakta bahwasannya 
peran dan fungsi mediator belum bisa sepenuhnya dijalankan secara optimal. 
Tidak dipungkiri memang melakukan tugas sebagai seorang hakim dan juga 
mediator memang tidak mudah, apalagi sifat dari keduanya juga amat berbeda 
yang satu memutus sedang yang satunya lagi netralitas. Namun menurut 
penulis harusnya hal ini dapat dipahami betul oleh seorang mediator untuk 
memahami hakikat mediasi itu sendiri, bukan hanya menjalankan mediasi 
sebatas pemenuhan legal formal saja, tetapi juga paham esensi bahwa tujuan 
utamanya adalah sebagai upaya perdamaian, terlepas dari keinginan para pihak 
yang bersengketa dalam hal ini adalah keputusan untuk bercerai, namun tetap 
seorang mediator tidak bisa berperan lemah hanya sebagai pemimpin diskusi 
rapat maupun pengendali emosi dari para pihak, tetapi juga berperan secara 
kuat dengan merumuskan titik temu kesepakatan, membuat para pihak 
menyadari bahwa persengketaan bukanlah sebuah pertarungan untuk 
dimenangkan dan juga mengusulkan alternatif penyelesaian masalah tersebut. 
     Penulis menilai dari hal ini bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara bukan  




penunjukan mediator sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi lebih 
mengedepankan pencapaian asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga 
termuat dalam tujuan dari pelaksanaan pelayanan sidang keliling itu sendiri 
terlebih dalam hal ini adalah tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara 
sebagai mediator, selagi memang Mahkamah Agung menilai hal ini tidak 

















A.  Kesimpulan 
     Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, berdasarkan hasil analisis 
terhadap problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator 
dalam sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara keimpulannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Proses mediasi dalam layanan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Banjarnegara telah dilaksanakan sebagaimana peraturan dalam hukum 
acara yang berlaku dimana ketika ada perkara yang memang diwajibkan 
untuk menempuh mediasi maka pada sidang pertama ketika pihak 
penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon hadir hakim 
pemeriksa perkara akan mengarahkan para pihak untuk mengikuti proses 
mediasi. Mediasi juga dilakukan sesuai tahapan yang diatur oleh PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hanya saja 
ada beberapa point yang sifatnya fleksibilitas itu tidak dilaksanakan, 
seperti halnya penyerahan resume perkara dari para pihak kepada 
mediator, karena proses mediasi dilaksanakan pada hari yang sama. Selain 
itu mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Banjarnegara adalah 
berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara yang bertugas sesuai 
dengan surat tugas atau SK dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara. 
2. Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (5) yang 





bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus” dan Pasal 13 ayat (1)  dan 
(2) tentang sertifikasi mediator. Kemudian pada SK-TUADA Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling untuk petugas 
mengikutsertakan mediator apabila memang ada perkara yang harus di 
mediasi, namun pada layanan sidang keliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara mediatornya berasal dari hakim pemeriksa perkara. Adapun 
problem-problem yang melatarbelakangi penunjukan hakim pemeriksa 
perkara sebagai mediator dalam sidang kelliling Pengadilan Agama 
Banjarnegara adalah sebagai berikut: 
a. Belum optimalnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 
secara keseluruhan untuk pelaksanaan layanan sidang keliling dalam 
satu tahun anggaran, sehingga petugas yang diikutkan sesuai ketentuan 
pedoman sidang keliling adalah petugas pokoknya saja, dan untuk 
mediatornya dipilihkan dari salah satu hakim pemeriksa perkara yang 
ditunjuk oleh hakim ketua yang memimpin majelis; 
b. Keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama 
Banjarnegara khususnya dalam hal ini adalah hakim, dimana setiap hari 
kerja ada ada 3 (tiga) majelis sidang, ditambah lagi 1 (satu) majelis 
pada hari pelaksanaan sidang keliling, dan 2 (dua) mediator yang 
berasal dari kalangan hakim juga bertugas di gedung pengadilan; 
c. Problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator 
dalam proses mediasi pada sidang keliling ini adalah tidak maksimalnya 





mediator dalam proses mediasinya kurang dapat mengembangkan 
kemampuan personalnya dan menjalankan perannya sesuai esensi 
tujuan mediasi itu sendiri; 
d. Bahwa keseluruhan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang 
berjumlah 11 orang belum ada yang memiliki sertifikat mediator, 
sehingga seluruh hakim dinilai dapat mengambil peran untuk 
memediasi dengan mengandalkan kompetensi dan pengalaman yang 
dimiliki oleh individu masing-masing dalam memediasi suatu perkara. 
3. Untuk mengatasi atau mengurai problem-problem yang melatarbelakangi 
penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang 
keliling Pengadilan Agama Banjarnegara, maka dibutuhkan suatu solusi. 
Adapun solusinya adalah sebagai berikut: 
a. Perlunya evaluasi oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang 
berwenang, dengan melakukan evaluasi secara berkala diharapkan 
Mahkamah Agung dapat membuat kebijakan sesuai kondisi yang ada di 
lapangan khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara agar pelayanan 
yang diberikan bisa lebih optimal, salah satu yang diharapkan adalah 
pengoptimalan dana DIPA khususnya anggaran untuk pelaksanaan 
sidang keliling, sehingga harapan kedepan dalam perwujudan acces to 
justice pada wilayah Banjarnegara bisa lebih optimal dengan 
pelaksanaan sidang keliling tidak hanya di Kecamatan Wanayasa. 
b. Seluruh hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara diharapkan selalu 





apalagi dengan tambahan tugas lain yakni menjadi seorang mediator, 
selain itu juga dengan melakukan evalusi secara berkala terkait 
pelayanan dan kinerja pegawai sesuai tugasnya masing-masing agar 
tetap bisa melayani masyarakat pencari keadilan sebagaimana visi dan 
misi yang ada; 
c. Terkait belum maksimalnya pencapaian peran dan fungsi mediator 
sesuai aturan yang ada, solusi yang dapat lakukan adalah dengan 
melakukan evaluasi secara berkala untuk lebih mengembangkan 
kemampuan personal mediator yang mana dalam hal ini adalah 
mediator yang berasal dari hakim pemeriksa perkara dalam layanan 
sidang keliling, karena permasalahan seperti ini sifatnya adalah 
individual atau personalitas diri masing-masing hakim yang memediasi; 
d. Terkait belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator di 
Pengadilan Agama Banjarnegara, solusi yang dapat dilakukan adalah 
para hakim berinisiatif sendiri untuk membaca buku atau referensi lain 
tentang mediasi, kemudian juga dengan mengikuti seminar atau 
pelatihan menjadi mediator, agar nantinya dapat secara optimal 
menangani suatu perkara yang wajib dimediasi dengan memahami 
posisinya sebagai mediator bukan lagi  hakim yang memutus. 
B. Saran  
Diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran yaitu: 
1. Kepada Mahkamah Agung, penulis berharap untuk segera melakukan 





yang telah ditetapkan khususnya dalamhal ini adalah PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar dapat diketahui 
peraturan tersebut berjalan secara efektif atau tidak sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan. Selain itu penulis juga menyarankan kepada Mahkamah 
Agung untuk dapat memperluas dan meningkatkan pelatihan mediasi 
dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan mediator, jika 
memang untuk melakukan sertifikasi mediator perlu jangka waktu yang 
lama karena jumlah hakim di Indonesia yang begitu banyak, tapi 
setidaknya dengan pelatihan mediasi dapat membantu para hakim untuk 
mengasah skillnya sebagai mediator.  
2. Kepada Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya pemimpin pengadilan 
dalam jangka pendek sepertinya perlu membuat kebijakan-kebijakan yang 
bersifat riil untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang 
bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat 
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